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MOTTO 

 

“Sebuah Pemerintahan, yang hanya melindungi kepentingan bisnis saja, tak 

lebih dari sekadar Cangkang, dan segera runtuh sendiri oleh korupsi dan 

pembusukan” 

(Amos Bronson Alcott) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Umum 

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan 

Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. 

Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan 

nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa 

nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. 

Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan 

ketentuan transliterasi ini. 

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam 

penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun 

ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas 

Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahin Malang 

menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat 

keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 

0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi 

Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992. 

 

B. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada halaman berikut: 
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak Dilambangkan Tidak Dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ث

 Ṡa Ṡ Es (Titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḣa Ḣ Ha (Titik di atas) ح

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De ز

 Ż Ż Zet (Titik di atas) ش

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 Ṣad Ṣ Es (Titik di Bawah) ص

 Ḍad Ḍ De (Titik di Bawah) ض

 Ṭa Ṭ Te (Titik di Bawah) ط

 Ẓa Ẓ Zet (Titik di Bawah) ظ

 Ain „........... Apostrof Terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف
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 Qof Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ........‟ Apostrof ء/أ

 Ya Y Ye ي

 

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 

tanda (‟). 

C. Vokal, Panjang dan Diftong 

Setiap penulisan bahasa Arab dalm bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis 

dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan 

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 

 

Vokal Pendek Vokal Panjang Diftong 

  َ A  Ā  Ay 

  َ I  Ī  Aw 

  َ U  Ū  Ba‟ 
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Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, 

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 

diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya‟ setelah fathah 

ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 

 

D. Ta’ Marbuthah 

 Ta‟ marbuthah di itransli iteirasi ikan deingan “t” ji ika beirada dii te ingah kali imat, 

teitapii apabiila ta‟ marbuthah teirse ibut be irada dii akhiir kaliimat, maka 

di itransliiteirasi ikan deingan me inggunakan “h” miisalnya الرسالت للمسرست meinjadii 

al- ri isalat lii al-mudarri isah, atau apabiila beirada dii teingah-te ingah kali imat 

yang te irdiiri i darii susunan mudhaf dan mudhaf iilayh, maka diitransliiteirasi ikan 

de ingan me inggunakan t yang di isambungkan de ingan kali imat beiri ikutnya, 

miisalnya في رحمت الله meinjadii fii rahmati illah. 

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah 

 Kata sandang be irupa “al” (ال) di ituliis de ingan huruf ke iciil, keicualii te irleitak dii 

awal kaliimat, seidangkan “al” dalam lafadz jalalah yang be irada dii teingah-

Vokal (a) panjang = Ā Misalnya قال Menjadi Qāla 

Vokal (i) panjang = Ī Misalnya قيل Menjadi Qīla 

Vokal (u) panjang = Ū Misalnya زون Menjadi Dūna 

Diftong (aw) =  Misalnya قول Menjadi Qawlun 

Diftong (ay) =  Misalnya ذير Menjadi Khayrun 
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teingah kali imat yang di isandarkan (iidhafah) maka diihi ilangkan. Pe irhatiikan 

contoh-contoh beiri ikut iini i:  

1. Al-Iimam al-Bukhari iy me ingatakan……  

2. Al-Bukhari iy dalam muqaddiimah kiitabnya me injeilaskan……  

3. Biillah „azza wa jalla 

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan 

Pada priinsi ipnya se iti iap kata yang be irasal darii bahasa Arab harus di ituli is 

de ingan me inggunakan syste im transliite irasi i. Apabi ila kata teirse ibut meirupakan 

nama Arab darii orang Iindone isi ia atau bahasa Arab yang sudah te iriindone isi iakan, 

tiidak pe irlu diituliis de ingan me inggunakan syste im transliite irasii. Pe irhatiikan contoh 

be iriikut: 

“…..Abdurrahman Wahi id, mantan Preisi ide in RIi ke ie impat, dan Ami in 

Raiis, mantan Ke itua MPR pada masa yang sama, teilah meilakukan 

ke ise ipakatan untuk meinghapuskan ne ipoti ismei, kolusi i, dan korupsi i dari i 

muka bumii Iindone isi ia, de ingan salah satu caranya  meilalui i 

pe ingi inte insi ifan salat dii beirbagai i kantor peimeiri intahan, namun….” 

 

Pe irhatiikan peinuliisan nama “Abdurrahman Wahi id”, “Ami in Raiis” dan kata 

“salat” diituliis de ingan meinggunakan tata cara peinuli isan bahasa Iindoneisi ia yang 

di ise isuaiikan de ingan pe inuliisan namanya. Kata-kata te irse ibut seikaliigus be irasal 

darii bahasa Arab, Namun iia be irupa nama darii orang Iindone isi ia dan 

teiri indone isi iakan, untuk iitu tiidak di ituliis de ingan cara “Abd al-Rahman Wahi id”, 

“Ami in Rai is”, dan bukan dii tuliis de ingan Shalat. 
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Fari isa Auli ia, 2023. Shadow State i Dalam Pe imeiri intahan Daeirah di i Iindone isi ia 

Pe irspe iktiif Maslahah Mursalah, Skri ipsi i Program Studi i Hukum Tata Neigara 

(Si iyasah), Fakultas Syari i‟ah, Uni ive irsi itas Iislam Ne ige iri i Maulana Maliik Iibrahi im 

Malang Pe imbi imbiing Abdul Kadi ir, S.HIi., M.H. 

Kata Kunci: Shadow Statei, Maslahah mursalah, pe imeiri intah daeirah 

ABSTRAK 

Shadow state merupakan sebuah relasi kekuasaan yang didasarkan pada 

transaksional. Sistem transaksional tersebut berlangsung karena memiliki tujuan 

yang saling menguntungkan satu sama lain. Pelapukan fungsi dari institusi formal 

negara bersamaan dengan krisis ekonomi yang serius serta adanya tekanan dari 

lembaga internasional untuk melakukan reformasi telah mendorong para 

penyelenggara negara untuk membangun aliansi dengan elemen-elemen dalam 

masyarakat utamanya para pengusaha guna mendapatkan keuntungan ekonomi 

dan politik jangka pendek melalui mekanisme informal market. Seharusnya 

praktek shadow state ini tidak pernah muncul karena Undang-Undang nomor 23 

tahun 2014 Teintang Pemerintahan Daerah, Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 Teintang Administrasi Pemerintahan tidak 

membenarkan adanya Shadow State. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis 

fenomena shadow statei yang terjadi di pemerintahan daerah di Indonesia 

berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 

Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang 

Administrasi Pemerintahan dan Untuk mendeskripsikan dan menganalisis shadow 

state yang terjadi di pemerintahan di Indonesia perspektif Maslahah Mursalah. 

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) atau 

penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan 

Perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseiptual (conceptual 

approach).  Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum 

primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 

deskriptif analisis. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Shadow state digerakkan 

oleh hukum yang tidak tertulis, senantiasa berubah menurut selera pemerintah dan 

kepentingan pengusaha. Keberadaan shadow state yang belum memiliki regulasi 

secara khusus dalam memberantas keberadaan mereka mengingat banyaknya 

kepentingan dari aktor bayangan tersebut menjadikan kekosongan hukum yang 

tidak mampu menjawab tantangan zaman. Kondisi obyektif di atas membuktikan 

hadirnya kuasa hegemonik pemimpin informal terhadap kepemimpinan formal. 

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai metode untuk menetapkan hukum 

baru dengan syarat didukung oleh ayat, hadits atau ijma„ yang menunjukkan 

bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan.
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Fari isa Auli ia, 2023. Shadow Statei i in Local Gove irnme int iin Iindone isi ia Maslahah 

Mursalah Peirspe ictiive i, The isi is of thei Consti itutiional Law Study Program (Si iyasah), 

Faculty of Syari ia, State i Iislamiic Uni ive irsi ity Maulana Maliik Iibrahi im Malang, 

Supe irvi isor Abdul Kadi ir, S.HIi., M.H. 

Keywords: Shadow Statei, Maslahah mursalah, local gove irnme int 

ABSTRACT 

Shadow state is a power relation based on transactional.  The transactional 

system takes place because it has mutually beneficial goals for one another.  The 

weathering of the functions of formal state institutions along with the serious 

economic crisis and pressure from international institutions to carry out reforms 

have encouraged state administrators to build alliances with elements in society, 

especially entrepreneurs in order to gain short-term economic and political 

benefits through informal market mechanisms.  .  This shadow state practice 

should have never appeared because Law number 23 of 2014 on Regional 

Government, Articles 17 and Article 18 of Law Number 30 of 2014 on 

Government Administration do not justify the existence of a Shadow State. 

 The purpose of this study is to describe and analyze the shadow statei 

phenomenon that occurs in local government in Indonesia, law number 23 of 2014 

concerning Regional Government, Articles 17 and Article 18 of Law Number 30 

of 2014 concerning Government Administration and To describe and analyze 

shadow  state that occurs in government in Indonesia from the perspective of 

Maslahah Mursalah 

 This research includes library research or normative legal research.  The 

approach used is the statutory approach and the conceptual approach.  While the 

legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials.  In this 

study using descriptive analysis analysis method. 

 The results of this study indicate that the Shadow state is driven by 

unwritten laws, constantly changing according to the tastes of the government and 

the interests of entrepreneurs.  The existence of a shadow state that does not yet 

have specific regulations in eradicating their existence considering the many 

interests of these shadow actors creates a legal vacuum that is unable to answer 

the challenges of the times.  The objective conditions above prove the presence of 

hegemonic power of informal leaders over formal leadership.  Maslahah mursalah 

can be used as a method to establish a new law provided that it is supported by 

verses, hadiths or ijma' which shows that the nature considered is benefit. 
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مرسل، أطروحة  مصلح منظور إندونيسيا في المحلية لحكومةا في الظل . دولة٢٠٢۳ اولياء، فارسة
برنامج دراسة القانون الدستوري )السياسة( ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا 

 .H.S..H.Sالقادر,  مالك إبراىيم مالنج ، لدشرف عبد
 حكومة محلية, مرسل مصلح , حالة الظلالكلمات الدفتاحية:  

بحثمستخلص ال  

الة الظل ى  علاةة ةو  ققو  عل  الدعاملات.  حدد  نظا  الدعاملات أننو حدتوي عل  مح
أىداف متبادلة الدنفعة لبعضها البعض.  شجع تجوُّل وظائف مؤسسات الدولة الرسمية إلى جانب 
 اأنزمة الاةتصادية الخطير  والضغط من الدؤسسات الدولية لإجراء إصلاحات ، مسؤولي الدولة عل 
بناء تحالفات مع عناصر في المجتمع ، وخاصة رواد اأنعمال من أجل تحقيق مكاسب اةتصادية 
وسياسية ةصير  الددى من خلال آليات السوق غير الرسمية.  لا ينبغ  أن قظهر ممارسة دولة الظل 

من  ٠١والداد   ٠١بشأن الحكومة الإةليمية ، والدواد  ٢٠٠٢لعا   ٢٢ىذه أبدًا أنن القانون رةم 
 بشأن الإدار  الحكومية لا قبرر وجود دولة الظل. ٢٠٠٢لعا   ٢٠القانون رةم 
الغرض من ىذه الدراسة ىو وصف وتحليل ظاىر  دولة الظل التي تحد  في الحكومة  

والداد   ٠١بشأن الحكومة الإةليمية ، الدادتان  ٢٠٠٢لعا   ٢٢المحلية في إندونيسيا ، القانون رةم 
بشأن الإدار  الحكومية ووصف وتحليل دولة الظل التي تحد   ٢٠٠٢لعا   ٢٠ةم من القانون ر  ٠١

 في الحكومة في إندونيسيا من منظور مصلحة مرسلة
يشمل ىذا البحث البحث في الدكتبات أو البحث القانوني الدعياري.  النهج الدستخد   

الدستخدمة ى  الدواد القانونية  ىو النهج القانوني والنهج الدفاىيم .  في حين أن الدواد القانونية
 اأنولية والثانوية والثالثية.  في ىذه الدراسة باستخدا  طريقة التحليل الوصف .

قشير نتائج ىذه الدراسة إلى أن دولة الظل مدفوعة بقوانين غير مكتوبة ، قتغير باستمرار  
س لديها حتى الآن حسب أذواق الحكومة ومصالح رواد اأنعمال.  إن وجود دولة الظل التي لي

لوائح محدد  في القضاء عل  وجودىا مع اأنخذ في الاعتبار الدصالح العديد  لذذه الجهات الفاعلة في 
الظل يخلق فراغًا ةانونيًا غير ةادر عل  الاستجابة لتحديات العصر.  قثبت الشروط الدوضوعية 

اد  الرسمية.  يمكن استخدا  مصلحة الدذكور  أعلاه وجود ةو  مهيمنة للقاد  غير الرسميين عل  القي
مرسلة كوسيلة لوضع ةانون جديد بشرط أن قكون مدعومة بآيات أو أحاديث أو إجماع مما يدل 

 عل  أن الطبيعة الدعتبر  ى  الدنفعة.
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Neigara Iindoneisia adalah neigara hukum, deimikiian Pasal 1 Ayat 3 Undang-

undang Dasar (UUD) 1945 berbunyi. Neigara hukum meirupakan neigara yang di 

dalamnya teirdapat beirbagai aspek peiraturan-peraturan yang beirsifat memaksa dan 

meimpunyaii sanksii teigas apabiila diilanggar. Oleih kareina iitu, hukum harus meinjadii 

dasar dan peidoman bagii seitiiap peinyeileinggaraan peimeiriintahan. Pada praktiik 

peinyeleinggaraan peimerintahan neigara diilakukan oleih aparatur neigara. Logeimann 

beirpeindapat bahwa neigara adalah hiimpunan jabatan-jabatan yang diiadakan oleih 

neigara untuk meiwujudkan tujuan neigara.
 1
 

Hukum dasar neigara Iindoneisiia adalah Undang-Undang Dasar Neigara Reipubliik 

Iindoneisiia 1945. Hukum dasar (konstiitusii) ini meimberikan amanat bahwa 

peinyeileinggaraan peimeiriintahan dii neigara Iindoneisiia seinantiiasa meingacu pada 

siisteim peimeiriintahan “neigara keisatuan” deingan meingeideipankan deiseintraliisasii 

dalam peilaksanaan peimeirintahan di daeirah. Peembagiian daeirah meingacu pada 

pasal 18 Ayat (1) UUD NRIi 1945 meinyatakan bahwa Neigara Keisatuan Reipublik 

Iindoneisiia diibagii atas daeirah-daeirah proviinsii dan daeirah. 

Peinjeilasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Teintang 

Peimeiriintahan daeirah pada dasarnya peimbeiriian otonomii yang seiluas-luasnya 

keipada daeirah diiarahkan untuk meimpeirceipat teirwujudnya keiseijahteiraan 

                                                             
1
 Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusinal, Cetakan Pertama, 

(Yogyakarta: Total Media, 2009), 36 
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masyarakat meilaluii peiniingkatan peilayanan, peimbeirdayaan, dan peiran seirta 

masyarakat, seirta diiharapkan daeirah mampu meiniingatkan daya saiing deingan 

meimpeirhatiikan priinsiip deimokkrasii, peimeirataan, keiadiilan, keiiistiimeiwaan  dan 

keikhususan seirta poteinsii dan keianeikaragaman daeirah dalam siisteim Neigara 

Keisatuan Reipubliik Iindoneisiia.
2
 Peimeiriintahan dii daeirah yang diireipreiseintasiian oleih 

Keipala Daeirah dan Wakiil Keipala Daeirah meirupakan peirwakiilan darii Peimeiriintah 

Pusat dalam meinyeileinggarakan roda peimeiriintahan dii daeirah. Beirdasarkan Pasal 

18 Ayat (4) UUD NRI 1945 diijeilaskan bahwa Gubeirnur, Bupatii, dan Waliikota 

masiing-masiing seibagai Keipala Daeirah Proviinsii, Kabupatein, dan Kota yang 

diipiiliih seicara deimokratiis.
3
 Peimiiliihan keipala daeirah seicara lanngsung iinii 

diilakukan seijak tahun 2005,
4
 pasangan keipala daeirah dan wakiil keipala daeirah 

diipiiliih seicara langsung oleih rakyat meilaluii Peimiiliihan Keipala Daeirah dan Wakiil 

Keipala Daeirah (Piilkada). Keipala Daeirah adalah peijabat neigara yang diiangkat 

untuk masa jabatan 5 (liima) tahun teirhiitung mulaii tanggal peilantiikannya dan 

dapat diiangkat Keimbalii untuk 1 (satu) kalii masa jabatan beiriikutnya.
5
 

Dalam peinyeileinggaraan Peimeiriintahan Daeirah, Peimeiriintah Daeirah diibeiriikan 

weiweinang untuk meilaksanakan Otonomii seiluas-luasnya. Priinsiip Otonomii Daeirah 

meinggunakan priinsiip otonomii seiluas-luasnya dalam artii daeirah diibeiriikan 

keiweinangan untuk meingatur dan meingurus urusan peimeiriintahan dii luar yang 

meinjadii urusan Peimeiriintahan Pusat yang teilah diiatur dalam Undang-Undang 

                                                             
2
 Penjelasan Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

3
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (4) 

4
Kansil dan Christine Kansil, “Pemerintahan Daerah di Indonesia”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) 

h. 10 
5
Irfan Setiawan, “Handbook Pemerintahan Daerah”, (Yogyakarta: Wahana Resolusi, 2018) h. 70 
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No.32 Tahun 2004. Salah satu keiweinangan yang diibeiriikan adalah meimiiliih keipala 

daeirah seindiirii meilaluii piilkada. Ageinda peimiiliihan umum keipala daeirah (Piilkada) 

yang diilakukan seicara langsung oleih rakyat dii beirbagaii daeirah dii Iindoneisiia 

meirupakan suatu tahap teirseindiirii dalam meimbeintuk proseidur peimiiliihan 

peimiimpiin yang diilakukan seicara deimokratiis.Keipala daeirah seibagaii peimiimpiin 

teirtiinggii dii daeirah, beirpeiran peintiing dalam proseis keihiidupan dalam masyarakat. 

Peiraturan-peiraturan atau keibiijakan-keibiijakan yang dii putuskan haruslah 

beiroriieintasii pada keibutuhan dan keiseijahteiraan masyarakat. Untuk meilaksanakan 

dan meinjalankan program-program yang teilah diiteitapkan dalam peiraturan atau 

keibiijakan tiidak leipas darii bantuan aparat biirokrat atau peigawaii peimeiriintahan 

yang diikeinal deingan nama Peigawaii Neigeirii Siipiil (PNS).Teirseileinggaranya Piilkada 

seicara langsung oleih rakyat teilah meinunjukan peintiingnya peirhatiian teirhadap 

peirsoalan neitraliitas biirokrasii. Peirmasalahan biirokrasii dii Iindoneisiia meinjadii sangat 

peintiing, dan meineintukan bagii para poliitiikus yang iingiin meiraiih keikuasaan guna 

meimpeirtahankan dan meimpeirluas keikuasaan poliitiik. Dii tiingkat daeirah, pada eira 

deiseintraliisasii otonomii daeirah, biirokrasii seiriingkalii diijadiikan "keindaraan poliitiis" 

seicara struktural untuk meindukung peimeinangan peista deimokrasii daeirah atau 

Piilkada. Hal iinii teirjadii diikareinakan wacana peimiiliihan keipala daeirah seicara 

langsung dapat meirubah domiinasii struktur biirokrasii dalam peilayanan masyarakat 

pada proseis peimeiriintah daeirah. Transiisi deimokrasi meirupakan teimpat paliing 

nyaman keitiika seiseiorang meinjabat diimana leigiitiimasii masyarakat diigunakan 

untuk meimpeirmudah ruang geirak domiinasii poliitiik oleih golongan yang meimiiliikii 

keipeintiingan. Hal iinii diilatar beilakangii oleih peirubahan siisteim deiseintraliisasii dan 
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otonomii daeirah yang meimbeiriikan otoriitas peinuh keipada daeirah untuk meingatur 

dan meingurus urusan rumah tangganya seindiirii. Deingan deimiikiian daeirah meinjadii 

wahana baru untuk meinjalankan seirangkaiian keigiiatan poliitiik dii kancah lokal yang 

meimunculkan keiweinangan-keiweinangan yang dapat diiseileinggarakan deingan 

beibas oleih daeirah.
6
 Salah satunya adalah keimunculan aktor non formal yang iikut 

meingeindaliikan peimeiriintahan atau leibiih diikeinal deingan iistiilah shadow state.. 

Negara bayangan dikuasai oleh gabungan pejabat atau birokrat dan aktor non-

negara yang tidak memiliki posisi formal, tetapi memiliki keterkaitan langsung 

dan terkait erat dengan elit otoritas negara. Mereka mengelola urusan 

pemerintahan dan mengontrol politik negara di belakang layar dan berlangsung 

secara informal. Aktor non negara seringkali memanfaatkan bisa juga 

menyalahgunakan kewenangan dan kewenangan stakeholders yang menduduki 

jabatan pejabat dalam struktur pemerintahan negara. Dengan demikian, tidak 

diragukan lagi bahwa shadow state yang bertumpu pada patronase sangat mudah 

terjerumus ke dalam praktik korupsi. 

Me inurut Barbara Harri iss Whi ite i dalam Puri i, teirdapat eimpat karakteiri isti ik umum 

darii prakti ik shadow state i. Pe irtama hadi ir se ibagai i aki ibat darii te irjadiinya pe ilapukan 

fungsi i dari i i instiitusi i formal Neigara. Ke idua akumulasii ke iuntungan e ikonomii dan 

poliiti ik jangka pe inde ik (shortte irm poli iti ical and e iconomi ic be ine ifiits) di i luar bi ingkai i 

re igulasi i formal. Keitiiga meikaniisme i ke irja dapat diibeidakan dalam tiiga je ini is yai itu 

meimaniipulasi i keibi ijakan publiik, jariingan aliiansi i antar-peirsonal (i indi iviidual 

                                                             
6
 Ismiati Nur Istiqomah, “Praktik Shadow State Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Pada 

Periode Kepemimpinan Siti Masitha-Nursoleh Di Kota Tegal,” Journal of Politic and Government 

Studies 6, no. 4 (2013): h. 193. 
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alliianceis), dan ali iansi i antar-leimbaga (i insti itutiional alliianceis). Ke ie impat aktor yang 

teirli ibat adalah para pe inye ile inggara ne igara (state i actors) dan aktor aktor dalam 

masyarakat (soci ieital actors) miisalnya para peingusaha, poli itiisi i partaii poliitiik, 

bahkan keilompok criimiinal.7 De ingan de imiiki ian dapat diikatakan bahwa prakte ik 

shadow statei me irupakan seibuah reilasi i yang di idasarkan pada transaksi ional. siiste im 

transaksiional teirse ibut beirlangsung kareina meimiili ikii tujuan yang sali ing 

meinguntungkan satu sama lai in.8 

Konte iks Shadow state i dalam peimeiri intahan daeirah salah satunya adalah 

hubungan antara peimeiri intah daeirah dan pe imbiisni is. Shadow state i diige irakkan ole ih 

hukum yang ti idak teirtuliis, se inanti iasa be irubah meinurut se ileira pe imeiriintah dan 

ke ipeinti ingan pe ingusaha. Ke irjasama di i antara meireika akan meini imbulkan geijala 

monopolii di i dalam peinguasaan sumbe ir-sumbeir utama eikonomii yang akan se ilalu 

di iliiputii ke itiidakpastiian. Iironi isnya oknum swasta re ila meimbeiri ikan uang suap 

ke ipada peimeigang ke ikuasaan untuk me inggoalkan ke ibi ijakan yang me inguntungkan 

di iriinya.9  

Foucault meinye ibutkan bahwa keikuasaan ada diimana-mana dan keikuasaan 

hanyalah se ibuah strateigi i. Strate igi i i ini i be irlangsung di i mana-mana dan dii sana 

teirdapat siisteim, aturan, susunan dan reigulasi i. Ke ikuasaan iinii tiidak datang darii uar, 

meilaiinkan keikuasaan meineintukan susunan, aturan dan hubungan-hubungan dari i 

                                                             
7
 Widhiana Hestining Puri, “Politik Balas Budi, Buah Simalakama Dalam Demokrasi Agraria Di 

Indonesia,” Masalah-Masalah Hukum 48, no. 4 (2019): h. 355. 
8
 Asmawati, Towar Ikbal Tawakkal, and Sholih Muadi, “Religion, Political Contestation and 

Democracy: Kiai‟s Role as Vote Broker in Madurese Local Political Battle,” Buletin Al-Turas 27, 

no. 1 (2021): 39. 
9
 Rakhmad Kavin, “Politik Lokal Di Bangka Belitung: Antara Timah Dan Etnis Tionghoa,” Jurnal 

Administrasi Pemerintahan Daerah 8, no. 2 (2016): h. 83. 
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dalam dan meimungki inkan se imuanya te irjadii.10 De ingan de imi iki ian dapat 

di isi impulkan bahwa keikuasaan yang di imi iliiki i ole ih peime iriintah daeirah meinjadiikan 

se ibuah ke indaraan yang mampu me inghubungkan pe ime iri intah deingan pe ingusaha 

untuk meimbe intuk shadow statei de imi i ke iuntungan masi ing-masi ing pi ihak. pada 

akhiirnya, ke ikuasaan yang di imandatkan ole ih rakyat me injadii salah satu meikaniismei 

yang mampu me ilancarkan prakteik atas ke ipeinti ingan hi ingga pada akhi irnya te irjadii 

pe inyalahgunaan keikuasaan.  

Pada Tahun 2013, pe imeiri intahan daeirah Kota Teigal me ilaksanakan Piilkada, dan 

di imeinangkan ole ih pasangan calon waliikota dan wakiil wali ikota, SiM dan waki ilnya 

NS be irhasi il meimeinangkan Pi ilkada deingan me ingalahkan 3 pasangan calon 

laiinnya. Pasca te irpi iliihnya ke ipala daeirah baru dalam suatu daeirah, harapan 

teirse ilanggaranya good gove irnance i pun muncul. Mayarakat meinaruh harapan 

be isar keipada keipala daeirah teirpiili ih untuk meimajukan Kota Teigal dan 

meinse ijateirahkan keihiidupan masyarakatnya.
11

 

Se isuai i deingan ke iteintuan asas peinye ile inggaraan Otonomii Dae irah, yang 

teircantum dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004, dae irah meimi iliiki i hak peinuh 

untuk meingatur urusan rumah tangganya se indi irii, te irmasuk di i dalamnya me ingatur 

dan meinge ilola aparatur neigara (para bi irokrat atau PNS). Dalam hal me inata 

susunan bi irokrasi i peime iriintahan dii Kota Te igal, SM be irsama wakiilnya NS banyak 

se ikalii meilakukan peirubahan atau seiri ing di ise ibut de ingan rotasi i jabatan. 

                                                             
10

 Michel Foucault, Seks Dan Kekuasaan, Diterjemahkan Oleh S.H Rahayu (jakarta: Gramedia, 

2000). h. 144 
11 Ismiati Nur Istiqomah, “Praktik Shadow State Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Pada 

Periode Kepemimpinan Siti Masitha-Nursoleh Di Kota Tegal,” Journal of Politic and Government 

Studies 6, no. 4 (2013) 
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Be irse imbunyi i dalam iisti ilah rotasii jabatan, SM-NS be irhasi il meinyusun bi irokrasi i 

yang se isuai i dan seijalan deingan pe imiiki iran dan keiheindak meireika. Posi isi i jabatan 

strateigi is banyak di ii isi i ole ih bi irokrat yang pro teirhadap SM-NS.
12

 

Dalam feinomeina te irse ibut, hubungan ke ike irabatan antara SM-NS de ingan para 

aparat biirokrat meinjadii faktor peineintu utama dalam me inyusun susunan bi irokrasi i. 

Di ilantiik pada bulan Oktobeir 2013, pada tahun 2015 teirci ium kabar tiidak seidap 

meinge inai i hubungan ke irja antara waliikota dan wakiil waliikota. Adanya 

pe irmasalahan “dapur partaii” meimbuat hubungan me ire ika sudah tiidak harmoniis. 

Ke iti idakharmoniisan hubungan ke irja SM-NS, me imbuat para aparat biirokrat dii 

liingkungan Pe imkot meingancam untuk mogok ke irja masal. Hal i itu di isampaiikan 

oleih se ijumlah staf Satuan Ke irja Pe irangkat Daeirah (SKPD) de ingan 

meingatasnamakan Korps Pe igawai i Ne ige irii Si ipi il Re ipubliik Iindone isi ia (Korpri i) 

De iwan Pe ingurus Kota Teigal dalam audiie insi i beirsama se ijumlah anggota DPRD 

Kota Te igal, di i ruang pari ipurna ge idung DPRD se ite impat. Be irmula darii kasus 

teirse ibut, be irujung pada ke iluarnya Surat Ke iputusan Waliikota Teigal, yang te irbi it 

pada tanggal 20 Apri il 2015, yang i isi inya teintang peinjatuhan hukuman beirupa 

pe imbeibasan darii jabatan keipada beibeirapa pe ijabat biirokrat Kota Teigal. Alasan SM 

meinge iluarkan SK te irse ibut adalah para biirokrat teirse ibut di ianggap te ilah me ilakukan 

pe ilanggaran di isi ipliin, yakni i deingan meinyatakan si ikap peinolakan teirhadap 

                                                             
12 Ismiati Nur Istiqomah, “Praktik Shadow State Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Pada 

Periode Kepemimpinan Siti Masitha-Nursoleh Di Kota Tegal,” Journal of Politic and Government 

Studies 6, no. 4 (2013) 
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ke ipeimi impiinan SM dan me inolak pe imeiri iksaan dalam rangka di imiintaii ke iteirangan 

atas dugaan peilanggaran di isi ipli in teirse ibut.13  

Pe inolakan keipeimi impiinan SM dan ancaman mogok ke irja yang di ilayangkan 

oleih aparat biirokrat iinii, se ilaiin diidasarkan oleih ke itiidakharmoniisan hubungan keirja 

Wali ikota dan Wakiil Walii Kota, juga di i kareinakan adanya i indi ikasi i i informal 

gove irnance i (Peime iriintahan Iinformal) dalam jalannya bi irokrasi i peimeiri intahan 

se ilama keipeimi impiinan SM. Adanya campur tangan dan i inteirve insi i dalam 

ke ipeimi impiinan SM dari i pi ihak yang se icara leigal formal tiidak meimi iliikii 

ke iwe inangan dalam peinye ile inggaraan pe imeiri intahan beirasal darii AM. AM 

meirupakan Ke itua tiim sukse is pe imeinangan peimiilukada SM-NS dalam Piilkada 

Kota Te igal tahun 2013. Wali ikota dan Waki il Waliikota Teigal, pada khususnya 

meinghadapi i ke isuli itan untuk meimfungsi ikan se icara maksiimal iinsti itusii formal 

pe imeiri intah kota yang ada, hal i ini i diikare inakan AM se ibagai i fi igur yang me imi iliikii 

ke ikuatan leibi ih te ilah beirpe iran beisar dalam peimeinangan SM-NS pada saat 

pe imiilukada diilaksanakan tahun 2013. De ingan kata laiin, bahwa domiinasi i AM 

dalam meimpeingaruhi i pe inye ile inggaraan peime iriintah daeirah dii Kota Te igal 

meirupakan bagi ian darii tiimbal baliik atau pe inge imbaliian atas apa yang i ia lakukan 

pada saat peimi iliihan waliikota.14 

Pada Agustus 2010, Pre isi ide in Susi ilo Bambang Yudoyono me ire ismiikan kota 

Sofi ifi i, i ibu kota keicamatan Oba Utara, wi ilayah Kota Ti idorei Ke ipulauan, dii Pulau 

                                                             
13

 Levi Wiliantoro. 2016. Skripsi Analisi Konflik Antara Birokrasi dengan Walikota Tegal Periode 

2014-2019. Ilmu Pemerintaha, Fisip, Undip. 
14

 Ismiati Nur Istiqomah, “Praktik Shadow State Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Pada 

Periode Kepemimpinan Siti Masitha-Nursoleh Di Kota Tegal,” Journal of Politic and Government 

Studies 6, no. 4 (2013): h. 193. 
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Halmahe ira seibagai i iibu kota proviinsi i Maluku Utara yang baru, me ingganti ikan 

Teirnatei yang be irada dii Pulau Teirnatei.15 Sofi ifi i se indiiri i teilah meinjadii iibu kota 

Maluku Utara seijak 12 Oktobeir 1999 dalam UU No 46 Tahun 1999 se iiiri ing 

be irdiiri inya provi insi i Maluku Utara, hasiil pe imeikaran provi insi i Maluku. Masalahnya, 

ke itiika diire ismiikan saat iitu, Sofiifi i masiih sangat keikurangan i infrastruktur. Iibu kota 

akhiirnya di ipi indah se ime intara kei Teirnatei me inunggu prose is pe imbangunan 

i infrastruktur.16 

Konfli ik te irbuka be irmula darii pe imeiri intah Kota Ti idorei Ke ipulauan (Ti ikeip) dan 

DPRD Ti ike ip se irta piihak ke isultanan Tiidore i dalam beintuk pe inolakan atas wacana 

status Sofi ifii untuk me injadii daeirah otonom baru (DOB). Untuk me injadii i ibukota, 

Sofi ifi i harus di imeikarkan darii kota Tiike ip. Pe ime iriintah kota Tiike ip meinolak keiras 

pe imeikaran kareina de ingan me inge iluarkan Sofi ifi i dari i wi ilayahnya untuk me injadii 

daeirah otonom baru, peimeiri intah kota Ti ikeip akan meingalamii pe inurunan PAD 

be isar-be isaran. Seiki itar seiparuh PAD Kota Tiidore i Ke ipulauan beirasal darii Sofi ifi i.17 

DPRD Ti ikeip pada bulan Me ii i 2011 me ilakukan Si idang Pari ipurna yang me inolak 

usul pe imeikaran Sofiifi i teirse ibut. Se imeintara iitu, Gube irnur te itap meindorong 

pe imeikaran Sofiifi i agar meimpeiroleih lahan baru untuk ke ipe intiingan poli iti ik dan iinii 

di idukung ole ih rakyat Sofi ifi i. Aki ibatnya te irdapat konfliik ve irtiikal dan horiizontal 

yang di ihadapii ole ih Pe imeiri intah Daeirah Ti ikeip be irsama DPRD dan sultan Tiidorei 

                                                             
15

 The Jakarta Post (4 Agustus 2010) President Supports Plan To Create Economic Center In 

Morotai. DiaksesTanggal 24 Februari 2023, Dari 

Http://Www.Thejakartapost.Com/News/2010/08/04/President-Supports-Plan-Create-Economic-

Center-Morotai.Html  
16

 Bahran Taib, “Shadow State Studi Kasus tentang Konflik Status Sofifi”, Program Pascasarjana 

Program Studi sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang, 2013. 
17

 Qodir, Z., Sulaksono, T. (2012) Politik Rente Dan Konflik Di Daerah Pemekaran: Kasus 

Maluku Utara. Jksg Working Paper No: 002/Jksg/2012, hlm. 33 

http://www.thejakartapost.com/News/2010/08/04/President-Supports-Plan-Create-Economic-Center-Morotai.Html
http://www.thejakartapost.com/News/2010/08/04/President-Supports-Plan-Create-Economic-Center-Morotai.Html
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yai itu de ingan pe ime iriintah provi insi i Maluku Utara dan deingan rakyat Sofi ifi i yang 

di iwakiili i oleih AMOB (Ali iansi i Oba Be irsatu).18 

Pe imeiri intah provi insi i be irpeigang pada re ikomeindasi i peine iliiti ian Uniive irsi itas 

Iindone isi ia, yang dananya datang dari i pe imeiri intah provi insi i Maluku Utara iitu 

se indi irii. Be igi itu juga, pe ime iri intah Tiikeip dan Ke isultanan Ti idorei be irpe igang pada 

pe ineili itiian UGM yang bi iayanya di iduga be irasal darii pe imeiri intah Tiikeip. Pe ine ili itiian 

UIi me inyi impulkan peirlunya kota Sofiifi i beirdi irii se indi irii se imeintara peineili itiian UGM 

3 meinyi impulkan kalau kota Sofi ifi i tiidak peirlu beirdi iri i se indiiri i.19 Dalam wacana 

konfliik antara keisultanan Tiidorei de ingan Pe ime iri intah Pusat/Provi insi i pe irlu 

di ipeirhatiikan teintang gagasan shadow state i. Shadow statei meirujuk pada leigi iti imasii 

si iste im peimeiri intahan beirbasiis budaya lokal yang be irbe intuk ke isultanan untuk 

meindukung pe ime iri intah pusat. Peirlu di igari isbawahi i kalau shadow statei 

be irkonotasii ne igati if bagi i pe ime iriintahan, khususnya pe ime iriintahan neigara ke isatuan. 

Akan te irliihat bahwa peimeiri intah meilanggar pri insi ip dasar keibangsaan jiika harus 

be irkompromii tanpa dasar leigali itas de ingan ke ikuasaan tradiisi ional ataupun shadow 

statei. Untuk i itu, ke isi impulan bahwa peimanfaatan shadow statei se ibagai i se ibuah 

usaha peinanganan konfliik di i Maluku patut diikajii ulang.
20

  

Pe inyalahgunaan ke ikuasaan yang di ilakukan oleih pe ime iriintah daeirah teirhadap 

pe ingusaha salah satunya adalah beintuk darii maniipulasi i keibi ijakan publiik untuk 

ke ipeinti ingan pe ingusaha transaksii bawah tangan antara pe inguasa dan peingusaha 

                                                             
18

 Bahran Taib, “Shadow State Studi Kasus tentang Konflik Status Sofifi”… 
19

 Qodir, Z., Sulaksono, T. (2012) Politik Rente Dan Konflik Di Daerah Pemekaran: Kasus 

Maluku Utara. Jksg Working Paper No: 002/Jksg/2012, hlm. 34 
20 Bahran Taib, “Shadow State Studi Kasus tentang Konflik Status Sofifi”… 
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dalam teinde ir proye ik pe imeiri intah dan peimaksaan swastaniisasi i aseit-ase it ne igara.21 

Para peinye ile inggara neigara meingundang para iinve istor nasi ional dan asiing untuk 

be irgabung dalam jariingan shadow state i yang di ibangun dan se ibagai i iimbalannya 

para peingusaha te irse ibut di ibeiri i pe irliindungan de ingan me inggunakan otori itas formal 

yang di i miili ikii oleih para peijabat neigara. Dii si ini i jeilas teirliihat bahwa antara 

pe inguasa dan peingusaha teilah teirjadii transaksi i eikonomii dan poliiti ik tanpa harus 

meilaluii iinsti itusi i formal neigara atau yang di iseibut “poliitiici ians and a feiw busi ineiss 

me in wiithout statei offiicei eixe irciisi ing si igni ifiicant poliiti ical authoriity through priivatei 

control of reisource is”.22 

Pe irsoalan prakteik shadow statei i ini i, jiika di iliihat peirspe iktiif Maslahah Mursalah, 

yang mana maslahah mursalah adalah se iti iap makna (niilaii) yang di ipe iroleih ke itiika 

meinghubungkan hukum de ingannya, atau meine itapkan hukumnya be irupa 

meindapat manfaat atau me inolak mudarat dari i orang lai in, dan ti idak ada daliil yang 

meingakui i atas meinolak keibe iradaannya. Maslahah mursalah diisi ini i meimiili ikii tujuan 

yai itu untuk ke imaslahatan bagi i umat manusi ia se irta meindatangkan manfaat bagi i 

manusiia dan me inghi idarkan mudarat dari i manusiia se icara utuh, yang se ijalan 

de ingan haki ikat maslahah mursalah i ini i. 

Untuk menghindari pengulangan kajian terhadap hal yang sama dalam 

penelitian ini, dalam penelitian ini peneliti melakukan kajian pada beberapa 

                                                             
21

 Syarif Hidayat and Malik Gismar, “GOOD GOVERNANCE VS SHADOW STATE 

Ofgovernance in Provinces Accross Indonesia Might Be Linked to the Existence of Shadow State 

Illustrations Are Dalam Review Teori Tentang the New Emerging Way of Thinking about 

Government Pierre and Lain Dalam Formulasi Bah” (2007): 34. 
22

 Reno William, Corruption and State Politics in Sierra Leone (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1995). h. 1 
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penelitian terdahulu. Berikut beberapa hasil penelitian sebagai pembanding 

penelitian yang akan diteliti sebagai berikut: 

Pe ine iliitiian yang be irjudul re ilasii aktor dalam poliitiik pe imbangunan kota: studi i 

kasus ke ibiijakan program reiklamasii pantaii di i Kota Makassar, ole ih Sakiinah Nadiir. 

di ise irtasii i inii meimbe iriikan fokus kajiian pada poliitiik peimbangunan kota teirkaiit 

de ingan adanya ke ibiijakan peimbangunan yang me iliibatkan beiragam aktor dan 

ke ipeinti ingan di idalamnya.23 Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada peine iliiti ian 

i inii hanya membahas terkait relasi aktor dalam politik pembangunan kota, serta 

tiidak meingkaji i dari i sudut pandang maslahah mursalah di imana akan diileingkapi i 

ke ikosongan li iteirasi i teirse ibut deingan pe ine ili itiian yang akan peine iliiti i lakukan. 

Pe ine iliitiian yang be irjudul pola reilasii kuasa neigara dan keilompok tambang 

miinyak i ile igal (studii kasus tambang miinyak Ke icamatan Ke iluang Kabupatein Musi i 

Banyuasi in Sumateira Seilatan) diilakukan oleih Choi irul Wahyudi i.24 Perbedaan 

dengan penelitian ini yaitu pada peine ili itiian iini i membahas pola reilasii dalam 

pe inge ilolaan tambang mi inyak i ile igal di i Ke icamatan Ke iluang yang menimbulkan 

tanda tanya, serta tiidak meingkaji i dari i sudut pandang maslahah mursalah. 

Pe ine iliitiian yang be irjudul reilasii kuasa organi isasi i keimasyarakatan iislam dan 

pe inguasa yang di ilakukan oleih Alrdi i Samsa tahun 2019. Studii iini i akan meimbahas 

                                                             
23

 Sakinah Nadir, “Relasi Aktor Dalam Politik Pembangunan Kota : Program Doktor Ilmu Politik 

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada” (2021). 
24

 Choirul Wahyudi, “Pola Relasi Kuasa Negara Dan Kelompok Tambang Minyak Ilegal (Studi 

Kasus Tambang Minyak Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan),” 

Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization 1, no. 2 (2020): 159–171. 
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teirkai it feinomeina shadow statei di i Yogyakarta.25 Perbedaan dengan penelitian ini 

yaitu pada peine iliitiian iini i diiteilaah leibi ih dalam deingan me iliihat peiran Ge irakan 

Pe imuda Ka‟bah (GPK) dalam prose is pe inge ilolaan biisni is parki ir dan pariiwi isata dii 

Alun-Alun Utara yang sudah di iope irasi ikan dan diilakukan reivi italiisasi i pada tahun 

2015, serta tiidak meingkaji i darii sudut pandang maslahah mursalah. 

Be irdasarkan uraiian latar beilakang diiatas, peinti ingnya pe ine iliiti ian iinii diiangkat 

de ingan me impeirtiimbangkan pe iri ihal shadow statei yang te irjadii di i Pe imeiri intah 

Dae irah apakah sudah se isuai i atau tiidak deingan pe iraturan yang be irlaku. Bagai imana 

dampaknya, apakah meindatangkan manfaat bagii masyarakat dalam me ine igakkan 

supre imusi i hukum. Urge insi i uraiian diiatas pe inuliis meinuangkannya dalam peine iliiti ian 

yang be irjudul: “Shadow State dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia 

Perspektif Maslahah Mursalah” 

B. Batasan Masalah 

Agar pe ine ili itiian le ibiih te irfokus dan ti idak me iluas darii pe imbahasan diimaksudkan, 

maka peine iliitiian i ini i meimbataskan ruang li ingkup pe ine ili itiian ke ipada Prakteik 

Shadow Statei dii Pe imeiri intahan Daeirah meinurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Te intang Pe imeiri intahan Daeirah, Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 Te intang Admi ini istrasi i Pe imeiri intahan, se irta peimbahasan 

Shadow Statei pe irspe iktiif Maslahah Mursalah. 

 

                                                             
25

 Alrdi Samsa, “Relasi Kuasa Organisasi Kemasyarakatan Islam Dan Penguasa (Studi Kasus: 

Praktik Shadow State Gerakan Pemuda Ka‟bah Khittah Yogyakarta Dalam Pengelolaan Alun-

Alun Utara).,” Jurnal Sosial Soedirman 3, no. 1 (2019): 53–67. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagai imana fenomena shadow statei yang te irjadii dalam Pe imeiriintahan 

Dae irah dii Iindone isia berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 

Teintang Pe ime iriintahan Daeirah, Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 Teintang Admi ini istrasi i Pe imeiri intahan? 

2. Bagai imana fenomena shadow statei yang te irjadii dalam Pe imeiriintahan 

Dae irah dii Iindone isi ia pe irspe iktiif Maslahah Mursalah? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk meinde iskkri ipsi ikan dan menganalisis fenomena shadow statei yang 

teirjadii di i pe imeiri intahan daeirah di i Iindone isi ia undang-undang nomor 23 

tahun 2014 Teintang Pe ime iri intahan Dae irah, Pasal 17 dan Pasal 18 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Teintang Admi ini istrasii 

Pe imeiri intahan? 

2. Untuk mendeskripsikani dan meinganali isi is shadow statei yang te irjadii dii 

pe imeiri intahan dii Iindone isi ia pe irspe iktiif Maslahah Mursalah 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Seicara Teiori itiis 

Pe ine iliitiian i inii di iharapkan dapat me inambah khazanah peinge imbangan 

hukum se irta diiharaspkan mampu meimbe iriikan konstri ibusi i i idei atau 

gambaran teioriiti is teintang prakteik shadow statei yang te irjadii dii 

Pe imeiri intahan Daeirah Pe irspe iktiif Maslahah Mursalah. 

2. Manfaat Seicara Praktiis 

a. Bagi i Pe ime iriintah 
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Pe ine iliitiian i ini i di iharapkan dapat me imbeiri ikan masukan khususnya 

Pe imeiri intah Daeirah dalam meinye ile inggarakan Pe imeiri intahan teirkaiit 

pe inye ile inggaraan peimeiri intahan yang Be irsi ih dan Be ibas darii 

Korupsi i, Kolusi i dan Ne ipoti ismei, se irta se ibagai i bahan rujukan, 

pe irtiimbangan dan peimiiki iran dalam rangka me ingopti imaliisasi ikan 

pe inye ile inggaraan peimeiri intahan. 

b. Bagi i Masyarakat 

Untuk meinjawab peirmasalahan yang te irjadii dii masyarakat dan 

meimbe iriikan wawasan seirta sumbangsi ih pe imi ikiiran bagii 

ke imaslahatan umum. 

c. Bagi i Akade imiisi i 

Pe ine iliitiian iini i di iharapkan dapat meinjadii salah satu reife ireinsi i bagi i 

pe inge imbangan i ilmu peinge itahuan dan dapat me imbeiriikan 

pe inambahan peinge itahuan i ilmu hukum pada umumnya dan hukum 

tata neigara pada khususnya te intang Shadow Statei di i peimeiri intahan 

daeirah, se ihiingga pe ine iliitii laiin dapat me injadiikan peineili itiian iinii 

se ibagai i sumbeir peine iliiti iannya, bai ik dii program studi i Hukum Tata 

Ne igara, Fakultas Syari i‟ah, atay dalam skala yang le ibi ih luas. 

F. Definisi Konseptual 

Untuk menghindari kesalahpahaman, maka perlu batasan dan definisi 

operasional tentang beberapa hal yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Shadow State: 



16 
 

Kekuasaan yang bersifat personal, kolutif dan koruptif, di mana keputusan 

dan kebijakan diambil oleh seorang penguasa tanpa mengikuti hukum atau 

peraturan tertulis.
26

 Shadow state merupakan sesuatu yang dilakukan oleh 

aktor-aktor di luar pemerintahan, yang dilakukan untuk menyelesaikan 

persoalan-persoalan yang tidak bisa dilakukan oleh Negara. Tetapi ternyata 

fenomena ini telah meluas dan aktor-aktor di dalam Negara pun ikut 

bermain dalam area yang berada di bawah bayang-bayang Negara.
27

 

2. Pemerintah Daerah:  

Menurut Pasal 1 ayat (3) UU No.23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan 

Daerah bahwa Pengertian pemerintah daerah ialah kepala daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Menurut 

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan 

kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

1945. Selain itu Pemerintahan Daerah juga memiliki arti pelaksanaan 

fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga 

                                                             
26

  https://nasional.sindonews.com/berita/823682/12/ratu-atut-terapkan-praktik-shadow-state 

diakses pada 10 November 2022 
27

 https://mapcorner.wg.ugm.ac.id/2017/02/john-kei-premanisme-dan-shadow-state/ diakses 

pada 10 November 2022 

https://nasional.sindonews.com/berita/823682/12/ratu-atut-terapkan-praktik-shadow-state
https://mapcorner.wg.ugm.ac.id/2017/02/john-kei-premanisme-dan-shadow-state/
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pemerintah daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD).
28

 

3. Maslahah Mursalah 

Maslahah Mursalah merupakan hukum dalam hal-hal yang sama 

sekali tidak disebutkan dalam al-Qur‟an maupun sunnah, dengan 

pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia 

yang bersenderkan pada asas menarik manfaat dan menghindari 

kerusakan.29 

G. Metode Penelitian 

1. Jeini is Pe ine iliitiian 

Jeini is pe ineili itiian yang di igunakan dalam pe ineili itiian iini i adalah peineili itiian 

ke ipustakaan (liibrary re ise iarch) atau peine iliitiian hukum normatiif. Pada 

pe ineili itiian hukum jeiniis i ini i, hukum seiri ingkali i di ikonse ipsi ikan seibagai i apa 

yang te irtuliis dalam peiraturan peirundang-undangan (law iinn books) atau 

hukum di ikonse ipsi ikan seibagai i kai idah atau norma yang me injadii patokan 

be irpeiri ilaku manusiia yang di ianggap pantas.30 Pe ine iliiti ian hukum normatiif 

meirupakan suatu prose is untuk me ine imukan aturan hukum, pri insi ip-pri insi ip 

hukum maupun doktriin-doktri in hukum untuk meinjawab iisu hukum yang 

                                                             
28

 https://artikelsiana.com/pengertian-pemerintah-daerah-asas/ diakses pada 10 November 2022 
29

 Amin Farih, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam. (Semarang: Walisongo Press 

2008) hlm.17 
30

 Amiruddin dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm.118 

https://artikelsiana.com/pengertian-pemerintah-daerah-asas/
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di ihadapii se ihi ingga di ipe iroleih argume intasi i, teiori i atau konse ip baru untuk 

meinye ile isai ikan masalah.31 

Pe ine iliitiian hukum normatiif yang di ikaji i dalam peineili itiian iini i adalah 

be irfokus pada norma hukum posi iti if teirkaiit prakteik shadow state i yang 

teirjadii dii Pe imeiri intahan Daeirah dalam peinye ile inggaraan peimeiri intahan seirta 

meinganali isi is te irkaiit prakteik shadow state i pe irspe iktiif maslahah mursalah. 

2. Pe inde ikatan Peineili itiian 

Pe inde ikatan yang di igunakan adalah Pe inde ikatan Peirundang-

Undangan (statutei approach) dan Peinde ikatan Konse iptual (conceiptual 

approach). Peinde ikatan peirundang-undangan yai itu pe inde ikatan yang 

meine ilaah seimua peirundang-undangan dan reigulasi i yang be irkai itan deingan 

i isu hukum yang se idang di itangani i.32 Hasi il pe ineilaahan undang-undang 

teirse ibut meirupakan suatu argume int untuk meimeicahkan iisu hukum yang 

di ihadapii. Pe ine iliitiian i ini i meinggunakan be ibe irapa bahan peingkaji ian 

pe irundang-undangan, yai itu: Undang-Undang Dasar Re ipubliik Iindone isi ia 

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Te intang 

Pe imeiri intahan Daeirah, Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2014 Teintang Admi ini istrasi i Pe imeiri intahan. 

Pe inde ikatan Konse iptual (conceiptual appoarch) yai itu peinde ikatan 

yang me ine ilaah konseip yang be irdasarkan atas pandangan-pandangan dan 

doktriin yang be irke imbang dalam iilmu hukum, untuk me ine imukan iide i-i idei 

                                                             
31

 Peter Mahmud Marzuki, “Peneltian Hukum”, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.35 
32

 Salim dan Erlis Septiana Nurbani, “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan 

Disertasi” (Jakarta: PT rajaGrafindo persada, 2016), hlm.17 
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yang me ilahiirkan konseip-konse ip hukum dan asas-asas hukum yang re ileivan 

de ingan i isu hukum yang di ihadapi i.33 Peine iliiti ian iinii pe inuliis akan meilakukan 

studi i konseip teirkai it pandangan maslahah mursalah te irkaiit prakteik shadow 

statei yang te irjadi i di i Pe imeiri intahan Daeirah Kota Te igal, yang nanti inya dapat 

meimbe iriikan kontriibusi i  ke ii ilmuan seirta peimahaman yang kompre ihe insi if. 

3. Bahan Hukum 

Bahan hukum yang di igunakan dalam peineiliiti ian iini i ada tiiga je ini is, yai itu: 

a.) Bahan Hukum Pri ime ir 

Bahan hukum pri imeir adalah bahan hukum yang me incakup 

ke iteintuan-ke iteintuan pe irundang-undangan yang be irlaku dam 

meimpunyai i ke ikuatan hukum yang me ingi ikat.34 Bahan hukum pri ime ir 

yang di igunakan pe inuli is adalah peiraturan pe irundang-undangan yang 

teirkai it deingan pe ine iliitiian, di iantaranya adalah: 

1) Undang-Undang Dasar Re ipubli ik Iindone isi ia Tahun 1945 

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Te intang Pe ime iriintahan 

Dae irah 

3) Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

Teintang Admi ini istrasi i Pe imeiri intahan. 

b.) Bahan Hukum Se ikunde ir 

                                                             
33

 Salim dan Erlis Septiana Nurbani, “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan 

Disertasi” (Jakarta: PT rajaGrafindo persada, 2016), hlm.19 
34

 Amiruddin dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm.118 
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Bahan hukum se ikundeir adalah bahan yang me imbe iriikan peinje ilasan 

meinge inai i bahan hukum pri imeir.35 Bahan hukum teirse ibut di ipe iroleih darii 

pe ineilusuran buku-buku dan artiikeil-arti ike il yang be irkaiitan deingan 

pe ineili itiian iini i dan meimbe iriikan pe injeilasan me indalam meinge inai i bahan 

hukum priime ir. Bahan hukum se ikunde ir yang di igunakan dalam 

pe inuliisan peine iliiti ian iini i adalah buku-buku, jurnal, skriipsi i, teisi is, dan 

di ise irtasii seirta artiike il iilmiiah dan tuliisan dii iinteirne it yang te irkaiit deingan 

pe ineili itiian iini i, yang sumbe ir re ifeire insi inya je ilas. 

c.) Bahan Hukum Te irsi ieir  

Bahan hukum teirsi ie ir meirupakan bahan yang me imbe iriikan peitunjuk 

atau peinje ilasan beirmakna teirhadap bahan hukum priimeir dan 

se ikunde ir.36 Se ipe irtii Kamus Hukum, Kamus Be isar Bahasa Iindone isi ia, 

E insi iklopeidi ia dan laiin-lai in. 

4. Me itodei Pe ingumpulan Bahan Hukum 

Pada bagi ian i ini i di ijeilaskan urutan keirja, alat, dan cara peingumpulan 

bahan hukum priimeir, se ikunde ir maupun teirsi ie ir yang di ise isuai ikan deingan 

pe indeikatan peineiliiti ian, kareina masiing-masi ing pe inde ikatan meimiili ikii 

prose idur dan teikni ik yang be irbe ida. Me itode i peingumpulan bahan hukum 

pri imeir dalam peine iliitiian normatiif antara laiin de ingan me ilakukan peine intuan 

bahan hukum, iinve intariisasi i bahan hukum yang re ile ivan, dan pe ingkaji ian 

                                                             
35

 Amirudin dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”…119 
36

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet-3, (Jakarta: *ress, 1986) 52 
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bahan hukum,37 yakni i me ilaluii studi i li iteiratur hukum, i inve intariisasii 

pe iraturan peirundang- undangan te irkaiit yang di ike ilompokkan beirdasarkan 

leive il atau hiie irarkii pe iraturan peirundang-undangan. Pada pe ingumpulan 

bahan hukum seikunde ir di ilakukan meilaluii studi i ke ipustakaan deingan 

meingumpulkan, me imbaca, meine ilaah dan meincatat beibe irapa bahan hukum 

yang re ileivan yai itu liite iratur- liiteiratur, karya i ilmiiah (hasiil peine iliiti ian), 

majalah, surat kabar, dan jurnal iilmiiah yang te irkaiit deingan pe ineili itiian iini i. 

Adapun pe ingumpulan bahan hukum teirsi ie ir yakni i meilaluii peine ilaahan 

pustaka, baiik se icara manual maupun eileiktroniik me ilaluii i inteirne it, hal iinii 

di imaksudkan untuk meindapatkan keirangka teiori i darii hasi il peimi ikiiran para 

ahlii keimudi ian diiliihat reileivansi inya de ingan fakta yang te irjadii dii lapangan 

yang ke imudi ian diiolah seisuai i deingan te ikni ik analiisi is bahan hukum. 

5. Me itodei Anali isi is Bahan Hukum 

Teikni ik analiisi is bahan hukum di ilakukan de ingan cara studii 

ke ipustakaan (liibrary re ise iarch), yai itu de ingan me ilakukan peineilusuran 

teihadap bahan-bahan hukum yang ada re ileivansi inya de ingan pokok 

pe irmasalahan yang me injadi i kajiian dalam peine iliiti ian iinii.38 Se ite ilah seimua 

bahan hukum teilah teirkumpul baiik pri imeir, se ikunde ir, maupun teirsi ie ir, 

langkah se ilanjutnya akan di isusun dalam suatu susunan yang 

kompreihe insi if, untuk seilanjutnya akan diibuat deiskri ipsi i dan keimudi ian akan 

di ianaliisi is se icara yuri idi is kuali itatiif de ingan be irpe idoman pada norma-norma 

                                                             
37

 Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, "Pedoman Penelitian Karya 

Ilmiah" (Malang: UIN Press, 2022) 20 
38

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hlm.13 
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(aturan-aturan) hukum yang ada. Anali isi is akan diilakukan baiik teirhadap 

bahan hukum priimeir, seikunde ir dan te irsi ieir, agar hasiil analiisi is i inii 

meirupakan suatu deiskri ipsi i analiiti is yang kompreihe insi if. 

Pe ine iliitiian i inii me inggunakan teikni ik analiisi is bahan hukum meitodei 

pe inafsiiran (iinteirpre itasii). Iinte irpre itasii hukum teirjadii, apabiila teirdapat 

ke iteintuan undang-undang yang se icara langsung dapat di iteirapkan pada 

kasus konkre it yang di ihadapi i, atau me itodei i ini i diilakukan dalam hal 

pe iraturannya sudah ada, teitapii tiidak jeilas untuk dapat diiteirapkan pada 

pe iriisti iwa konkre it atau meingandung arti i pe imeicahan atau peingurai ian akan 

suatu makna ganda , norma yang kabur (vagei norme in), konfliik antar 

norma hukum (antiinomy norme in), dan keitiidakpastiian darii suatu peiraturan 

pe irundang-undangannya pun masi ih teitap beirpe igang pada bunyi i te iks 

teirse ibut.39 Ke ite intuan yang be ilum jeilas atau multiitafsi ir suatu produk 

hukum beirupa peiraturan peirundang-undangan akan meini imbulkan 

pe irmasalahan, seihiingga untuk meingatasi i hal teirse ibut peirlu diilakukan 

pe inafsiiran teirhadap keite intuan teirse ibut akan meimudahkan untuk 

meinge itahui i maksud dan tujuan darii pe inyusunan undang-undang te irhadap 

pe iraturan yang di ike iluarkan teirse ibut. 

Pe inafsi iran yang di igunakan pada pe ine iliiti ian i inii adalah peinafsi iran 

gramatiikal, peinafsi iran siiste imatiis se irta pe inafsiiran auteintiik. Pe inafsi iran 

gramatiikal meirupakan peinafsiiran untuk meinge itahui i makna keite intuan 

undang-undang de ingan me ingurai ikan Bahasa, susunan kata atau bunyi inya. 

                                                             
39
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Pe inafsi iran siiste imatiis meirupakan peinafsi iran undang-undang se ibagai i 

bagi ian darii keise iluruhan siiste im peiraturan peirundang-undangan de ingan 

meinghubungkan undang-undang laiin. Pe inafsiiran auteinti ik adalah 

pe injeilasan yang di ibe iri ikan oleih undang-undang dan te irdapat dalam teiks 

undang- undang.40 Peinafsi iran meirupakan ke igi iatan peinti ing dalam hukum 

dan iilmu hukum. Peinafsiiran meirupakan meitode i untuk meimahamii makna 

yang te irkandung di i dalam teiks-te iks hukum yang di igunakan untuk 

meinye ile isai ikan kasus-kasus atau meingambi il keiputusan atas hal-hal yang 

di ihadapii se icara konkreit.41 

Bahkan te iks undang-undang i itu ti idak pe irnah jeilas dan seilalu 

meimbutuhkan peinafsi iran. Barangsi iapa yang me ingatakan bahwa teiks 

undang-undang sudah sangat je ilas, se ihi ingga ti idak meimbutuhkan 

i inteipre itasii lagi i, se ibeinarnya yang me ingatakan deimiiki ian sudah meilakukan 

i intpreitasii se indi iri i. Pe irnyataan te intang je ilasnya te iks, sudah me irupakan hasiil 

i inteipre itasii te irhadap teiks te irse ibut.42 Pe inafsi iran pe irundang-undangan i inii 

di igunakan oleih pe inuliis untuk me ingkaji i dan meinganali isi is be irbagai i bahan 

hukum yang te ilah diikumpulakan peinuliis, se ihi ingga pe inuli is dapat 

meinafsi irkan beirbagai i norma hukum untuk meinjawab peirmasalahan yang 

di iteiliiti i yakni i te irkaiit de ingan prakteik shadow statei te irhadap peiraturan 

pe irundang-undangan laiinnya. 
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H. Penelitian Terdahulu 

Pe ine iliitiian peirtama yang me injadii rujukan peine iliiti i adalah peine iliiti ian 

yang be irjudul reilasii aktor dalam poliitiik pe imbangunan kota: studi i kasus 

ke ibiijakan program reiklamasii pantaii di i Kota Makassar, oleih Sakiinah Nadiir. 

di ise irtasii i inii meimbe iriikan fokus kajiian pada poliitiik pe imbangunan kota teirkaiit 

de ingan adanya ke ibi ijakan peimbanguana yang me iliibatkan beiragam aktor dan 

ke ipeinti ingan di idalamnya. De ingan me ingambi il kasus keibi ijakan program 

re iklamasii pantaii di i kota Makassar. Pe irsoalan kuncii yang di ie iksplorasii dalam 

pe ineili itiian iini i teirkai it deingan bagai imana peingaruh aktor-aktor domi inan 

teirutama aktor neigara dan aktor swasta dalam keibiijakan peimbangunan. Fokus 

pe ineili itiian i inii te irleitak pada upaya untuk me inganaliisi is je ijariing dan re ilasi i 

i informal maupun peirsonal yang me impe ingaruhi i arah dan iimpleimeintasii 

ke ibiijakan peimbangunan kota. Cara keirja dalam peine iliitiian iini i meingi ikuti i tata 

aturan peine iliitiian kualiitatiif (qualiitatiive i reise iarch) deingan me inggunakan studii 

kasus se ibagai i jeiniis pe ine iliitiian. Pi iliihan program reiklamasii se ibagai i keibiijakan 

pe imbangunan kota dii Makassar seibagai i se ibuah kasus untuk diikajii se icara 

meindalam seihi ingga mampu meimbongkar re ialiitas dii baliik fe inomeina te irse ibut. 

Teimuan utama dalam peine iliiti ian iini i meinunjukkan bahwa aktor swasta 

meimbe irii pe ingaruh be isar dan me injadii aktor domiinan dalam keibiijakan 

re iklamasii pantaii di i Makassar yang se iharusnya me injadi i otoriitas aktor ne igara. 

Untuk meindapatkan posiisi i teirse ibut aktor swasta meimbangun re ilasii-re ilasi i 

i informal deingan aktor pe imeiri intah teirutama iindiivi idu-i indi ivi idu dari i aktor 
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pe imeiri intah yang me imiili ikii otori itas dan ke ikuasaan beisar dalam meineintukan 

ke ibeirlangsungan ke ibi ijakan reiklamasii.43 

Pe ine iliitiian keidua yang me injadii rujukan pe ineili itii adalah peine iliiti ian yang 

be irjudul pola reilasi i kuasa neigara dan ke ilompok tambang mi inyak i ile igal (studii 

kasus tambang miinyak Ke icamatan Ke iluang Kabupate in Musi i Banyuasi in 

Sumateira Se ilatan) diilakukan oleih Choi irul Wahyudi i. Pe ine iliiti ian iini i akan 

meingurai ikan bagai imana pola reilasi i dalam pe inge ilolaan tambang mi inyak i ile igal 

di i Ke icamatan Ke iluang deingan dua rumusan masalah, yang pe irtama apa saja 

Faktor yang me imbeintuk re ilasii kuasa antara Neigara dan ke ilompok tambang 

miinyak i ile igal dii Ke icamatan Ke iluang. Me itodei yang di igunakan dalam 

pe ineili itiian iini i adalah meitode i kualiitatiif. Pe inde ikatan yang akan di igunakan untuk 

meindukung pe ine ili itiian i inii adalah meinggunakan peinde ikatan studii kasus. Dalam 

pe ineili itiian iini i, data akan diibagi i meinjadii dua macam, yai itu data priimeir dan 

se ikunde ir. Data priimeir adalah data yang di ipe iroleih dii lapangan meilaluii 

wawancara dan obseirvasi i langsung di i te impat peine iliiti ian. Data seikunde ir adalah 

data yang di ipe irole ih darii buku, makalah dan dokumein-dokume in yang 

be irhubungan de ingan pe ineili itiian iini i. Anliisi is data yang di igunakan dalam 

pe ineili itiian iini i adalah Analysi is Iinte iractiive i Mode il darii Mi ile is dan Hube irman 

yang me imbagi i langkahlangkah dalam ke igi iatan analiisi is data deingan be ibe irapa 

bagi ian yai itu pe ingumpulan data, reiduksi i data, peinyaji ian data, dan peinariikan 

ke isi impulan atau ve iriifi ikasi i. Ke ihadi iran tambang miinyak i ile igal di i Ke icamatan 

Ke iluang me ini imbulkan seibuah tandatanya diimana keihadiiran dan bagaiimana 
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pe iran Ne igara khususnya pe ime iriintahan teirkaiit dalam peinge ilolaan sumbeirdaya 

alam dalam kasus tambang miinyak i ile igal di i Ke icamatan Ke iluang.44 

Pe ine iliitiian ke itiiga yang me injadii rujukan pe ineili itii adalah peine iliiti ian yang 

be irjudul reilasii kuasa organi isasi i ke imasyarakatan iislam dan peinguasa yang 

di ilakukan oleih Alrdi i Samsa tahun 2019. Studi i iini i akan meimbahas teirkaiit 

fe inomeina shadow state i di i Yogyakarta. Fe inomeina te irse ibut akan diiteilaah leibi ih 

dalam deingan me iliihat pe iran Ge irakan Pe imuda Ka‟bah (GPK) dalam prose is 

pe inge ilolaan biisni is parki ir dan pari iwi isata di i Alun-Alun Utara yang sudah 

di iopeirasi ikan dan diilakukan reivi itali isasi i pada tahun 2015. Adanya ke iragaman 

adat dan budaya di i Iindone isi ia di iyaki ini i akan beirpe ingaruh pada pe irbe idaan pola 

dan ri itmei teirkaiit praktiik shadow state i. Ci iri i khas dalam pola yang di itampi ilkan 

oleih be irbagai i dae irah akan meimbawa argume in me indasar bahwa ke ibiijakan 

otonomii dae irah akan beirpeingaruh pe isat bagi i pe irke imbangan poli itiik lokal. 

Pe ine iliitiian iini i meinggunakan meitode i kualiitatiif deingan pe inde ikatan studii kasus. 

Di igunakan untuk meimbantu meimpe ilajarii, meine irangkan dan meingi inte irpreitasii 

suatu kasus se icara alamii tanpa adanya i inte irve insi i pi ihak luar. meitode i peine iliitiian 

i inii yang se icara khusus di ike iheindaki i untuk meinye ili idi iki i atau meilacak peiri istiiwa 

konteimpore ir, bahwa objeik yang dapat diiangkat se ibagai i kasus be irsi ifat 

konteimpore ir, yai itu yang se idang atau te ilah beirlangsung namun me imiiliiki i 

dampak dan peingaruh yang luas. Uni it analiisi is yang di ipakai i ole ih pe ineili itii yakni i 

be irbasiis aktor. Hasi il dari i pe ineili itiin i ini i me inunjukkan bahwa pola reilasi i yang 

teirjadii dalam praktiik shadow statei di i Alun-Alun Utara Yogyakarta meiliibatkan 
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se itiidaknya 6 aktor yakni i, FKKU, PPP, GPK, Wali i Kota, Pe ime iriintah Provi insi i, 

dan DPRD. Me ireika seicara iinformal meilakukan praktiik pe imbagi ian sumbeir 

e ikonomii meilaluii me ikaniismei formal ataupun i informal. Praktiik shadow statei 

yang di ilakukan teirse ibut juga tiidak biisa di ileipaskan darii posi isi i local strongme in 

yang ada. Sosok Fuad Andre iago me injadii tokoh pe intiing dalam jalannya 

praktiik yang ada. Fuad se ingaja diiciitrakan se ibagai i piimpiinan dii lapangan oleih 

tokoh-tokoh kuat seipe irtii Syukri i Fadholi i, Umar Saiid dan Deinny Yusuf. Ti idak 

hanya kuat di ibasi is massa, namun Fuad Andre iago pun kuat di i ranah e iliitei 

poliiti ik.45 

Pe ine iliitiian keempat yang me injadii rujukan pe ineili itii adalah peineili itiian 

yang be irjudul Reilasi i Kuasa Antar E iliitei Dalam Prose is Pe ire incanaan 

Pe imbangunan Di i Deisa Sukodono, Ke icamatan Sukodono, kabupatein Si idoarjo 

oleih Ahmad Adi ib Se iti iawan tahun 2019. Pe ine iliitiian i inii me imbahas teintang 

re ilasii kuasa antar eiliitei dalam proseis pe ireincanaan peimbangunan dii De isa 

Sukodono, Ke icamatan Sukodono, Kabupatein Si idoarjo. Eili itei meirupakan 

ke ilompok iindi ivi idu atau keilompok masyarakat yang me imiili ikii posi isi i yang dii 

anggap le ibi ih, akan teitapii orang yang te ilah di i akuii ole ih masyarakat. Dalam 

pe ireincanaan peimbangunan tiidak leipas adanya pe ingaruh darii aktor yang ada 

dalam peirumusan peire incanaan peimbangunan, aktor teirse ibut me irupakan eiliitei 

yang me imiili ikii ke idudukan struktural dan ke idudukan non struktural. Dalam 

forum peireincanaan peimbangunan yang di ikeinal seitiiap satu tahun seikalii biiasa 

di i seibut forum Musreinbangde is. Ke ipe intiingan para eiliitei dalam forum 
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Musre inbangde is te ilah seileisai i teirle ibiih dahulu seibe ilum forum musreinbangde is 

di ilakukan. Peineili itiian iini i me inggunakan teiori i Suzanne i Ke ille ir. Dalam 

pe irncanaan peimbangunan di iteimukan bahwa pe iran eili itei sangat kuat dan e ili itei 

be irmaiin dalam proseis pe ire incanaan peimbangunan. Dalam e iliite i de isa di iteimukan 

adanya e ili itei yang be irkuasa, e ili itei strateigi is, dan ke ilompok masyarakat. Pada 

umunya pe ire incanaan peimbanguan meirupakan beirtujuan untuk 

meinse ijahteirakan seimua eile imein masyarakat akan teitapii diiteimukan bahwa 

pe ireincanaan peimbangunan hanya me inguntungkan e ili itei saja bukan untuk 

ke ilompok masyarakat. 

Ke ie impat peine iliiti ian diiatas meinjadii piijakan peine iliiti i dalam meilakukan 

pe ineili itiian iini i di imana peineili itiian teirdahulu meinjadii salah satu reife ire insi i pe ineiliiti i, 

peneliti akan mensistemasiskan dalam bentuk tabel dengan tujuan untu 

mempermudah pembaca, sebagai berikut i : 

Tabel  

Penelitian Terdahu 

No. Penulis  Judul  Persamaan  Perbedaan  

1. Saki inah Nadiir, 

tahun 2021 

Re ilasii aktor 

dalam poliitiik 

pe imbangunan 

kota: studi i kasus 

ke ibiijakan 

program 

Pe imbahasan 

yang utama darii 

pe ineili itiian iini i 

teirkai it reilasii 

aktor dalam 

poliiti ik 

Pe irbe idaanya 

yai itu pada 

teimpat, judul, 

waktu 

pe ilaksanaan dan 

fokus pe ine iliitiian. 
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re iklamasii pantaii 

di i kota makassar 

pe imbangunan 

kota. Peirsamaan 

darii pe ine iliitiian i inii 

adalah Sama-

sama meineili itii 

teintang shadow 

statei yang 

di ipeirankan oleih 

aktor formal dan 

i informal dalam 

pe imeiri intaan. 

pe ineili itiian iini i 

tiidak meingkaji i 

darii sudut 

pandang fi iqh 

i islam diimana 

akan diileingkapi i 

ke ikosongan 

liite irasii te irse ibut 

de ingan 

pe ineili itiian yang 

akan peine iliitii 

lakukan. 

2. Choi irul 

Wahyudi i dkk, 

Tahun 2019 

pola reilasii kuasa 

ne igara dan 

ke ilompok 

tambang miinyak 

i ileigal (studi i 

kasus tambang 

miinyak 

Ke icamatan 

Ke iluang 

Kabupate in Musi i 

Pe imbahasan 

yang utama darii 

pe ineili itiian iini i 

teirkai it pola reilasii 

kuasa neigara dan 

ke ilompok 

tambang miinyak 

i ileigal. Pe irsamaan 

darii pe ine iliitiian i inii 

adalah Sama-

Pe imbahasan 

yang utama darii 

pe ineili itiian iini i 

teirkai it reilasii 

aktor dalam 

poliiti ik 

pe imbangunan 

kota. Peirsamaan 

darii pe ine iliitiian 

i innii adalah 
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Banyuasi in 

Sumateira 

Se ilatan) 

sama meineili itii 

teintang aktor 

shadow state i. 

Sama-sama 

meine iliiti i teintang 

shadow statei 

yang di ipe irankan 

oleih aktor 

formal dan 

i informal dalam 

pe imeiri intaan. 

3. Alrdi i Samsa  

tahun 2019 

re ilasii kuasa 

organi isasi i 

ke imasyarakatan 

i islam dan 

pe inguasa 

Pe imbahasan 

yang utama darii 

pe ineili itiian iini i 

teirkai it reilasii 

kuasa organi isasi i 

ke imasyarakatan 

i islam dan 

pe inguasa. 

Pe irsamaan darii 

pe ineili itiian iini i 

adalah Sama-

sama meineili itii 

teintang shadow 

statei. 

Pe irbe idaanya 

yai itu pada 

teimpat, jeidul, 

waktu 

pe ilaksanaan dan 

fokus pe ine iliitiian. 

pe ineili itiian iini i 

tiidak meingkaji i 

darii sudut 

pandang fi iqh 

i islam diimana 

akan diileingkapi i 

ke ikosongan 

liite irasii te irse ibut 
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de ingan 

pe ineili itiian yang 

akan peine iliitii 

lakukan. 

4. Ahmad Adi ib 

Se itiiawan tahun 

2019 

Re ilasii Kuasa 

Antar E ili itei 

Dalam Proseis 

Pe ire incanaan 

Pe imbangunan 

Di i De isa 

Sukodono, 

Ke icamatan 

Sukodono, 

kabupatein 

Si idoarjo  

Pe imbahasan 

yang utama darii 

pe ineili itiian iini i 

teirkai it Reilasii 

Kuasa Antar 

E iliitei Dalam 

Prose is 

Pe ire incanaan 

Pe imbangunan Di i 

De isa Sukodono. 

Pe irsamaan darii 

pe ineili itiian iini i 

adalah Sama-

sama meineili itii 

teintang shadow 

statei yang 

di ipeirankan oleih 

aktor formal dan 

Pe irbe idaanya 

yai itu pada 

teimpat, jeidul, 

waktu 

pe ilaksanaan dan 

fokus pe ine iliitiian. 

pe ineili itiian iini i 

tiidak meingkaji i 

darii sudut 

pandang fi iqh 

i islam diimana 

akan diileingkapi i 

ke ikosongan 

liite irasii te irse ibut 

de ingan 

pe ineili itiian yang 

akan peine iliitii 

lakukan. 
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i informal dalam 

pe imeiri intaan. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Si iste imatiika peimbahasan agar dalam meinyusun pe ineili itiian iini i leibi ih 

si iste imatiis dan fokus se irta te irarah dalam satu peimi ikiiran, me ingacu pada 

si iste imatiika pe imbahasan dalam buku peidoman peinuliisan karya tuli is i ilmiiah 

Fakultas Syari iah Uni ive irsi itas Iislam Neige irii Maulana Maliik Iibrahi im Malang 

Tahun 2022. Peine iliiti i akan meinyaji ikan si isteimatiika peinuliisan iini i untuk 

gambaran umum darii pe ine iliitiian yang te irdi irii dari i beibe irapa bab yai itu: Pe irtama 

pe indahuluan, keidua kajiian pustaka, keiti iga hasiil dan peimbahasan dan keiempat 

pe inutup seirta daftar pustaka yang dapat di ipaparkan seibagai i beiri ikut: 

BAB Ii PE iNDAHULUAN, Dalam bab i inii me injeilaskan latar beilakang 

masalah yang me irupakan suatu peimaparan munculnya masalah yang 

di ilapangan dan yang akan diiteiliiti i, rumusan masalah, tujuan peine iliitiian, manfaat 

pe ineili itiian, meitode i peine iliitiian, peine iliitiian teirdahulu seirta siisteimatiika 

pe imbahasan dalam peinuliisan pe ineili itiian iini i. 

BAB IiIi TIiNJAUAN PUSTAKA, Be iri isi i pe imiiki iran dan/atau konseip-

konse ip yuri idi is se ibagai i landasan te ioriiti is untuk pe ingkaji ian dan analiisi is masalah 

dan be iriisi i pe irke imbangan data dan/atau i informasii, bai ik se icara subtansiial 

maupun meitode i-me itodei yang re ile ivan deingan pe irmasalahan peine iliiti ian. 
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Landasan konse ip dan te iorii-te iori i te irse ibut nantiinya di ipe irgunakan dalam 

meinganali isa se itiiap peirmasalahan yang di iangkat dalam peineili itiian teirse ibut.  

BAB IiIiIi HASIiL PE iNE iLIiTIiAN DAN PE iMBAHASAN, Pada bab iini i 

di iuraiikan data-data yang te ilah diipe iroleih darii dari i hasi il peine iliiti ian liiteiratur 

(meimbaca dan meine ilaah liiteiratur) yang ke imudi ian di ie idiit, di iklasiifi ikasii, 

di ive iri ifi ikasii, dan diianaliisi is untuk meinjawab rumusan masalah yang te ilah 

di iteitapkan.  

BAB IiV PE iNUTUP, Bab i ini i meirupakan bab teirakhi ir yang be iri isii 

ke isi impulan dan saran, meilaiinkan jawaban yang si ingkat atas rumusan masalah 

yang te ilah diiteitapkan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Sistem Pemerintah Daerah 

1. Pengertian Pemerintahan 

Iisti ilah si isteim peimeiri intahan beirasal darii gabungan dua kata 

“si isteim” dan “peimeiri intahan”. Siiste im adalah suatu keise iluruhan, teirdi iri i darii 

be ibeirapa bagi ian yang me impunyai i hubungan fungsi ional bai ik antara 

bagi ian-bagi ian maupun hubungan fungsi ional teirhadap keise iluruhannya, 

se ihi ingga hubungan me ini imbulkan suatu ke iteirgantungan antar bagi ian-

bagi ian yang aki ibatnya ji ika salah satu bagai in tiidak be ike irja deingan bai ik 

akan meimpeingaruhi i ke ise iluruhannya i itu.46 

Dalam Neigara Ke isatuan bagi ian-bagi ian ne igara i itu lazi im diise ibut 

de ingan daeirah, seidangkan i isti ilah daeirah meirupakan iisti ilah teikni is bagi i 

pe inye ibutan suatu bagi ian tutoriial yang be irpeime iriintahan seindi irii dalam 

rangka ne igara ke isatuan yang di imaksud. Untuk dapat leibi ih meimahamii 

i istiilah atau peinge irti ian teirse ibut dapat di itambakan, bahwa deingan kata 

daeirah (gi ibi ieidsde ie il) di imaksudkan liingkungan yang di i je ilmakan deingan 

be irbagai i suatu ke isatuan liingkungan yang di ise ibut “Wi ilayah” (gabi ie id). 
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De ingan kata laiin, i isti ilah “Daeirah” beirmakna “bagi ian” atau unsur darii 

suatu liingkungan yang le ibi ih be isar se ibagai i suatu keisatuan.47 

Dalam Iilmu Ne igara umum (agle imeii inei staatsleihrei) yang di imaksud 

de ingan si iste im peime iriintahan iialah hukum keitataneigaraan, baiik yang 

be irbeintuk monarkii maupun Re ipubliik, yai itu me inge inai i hubungan antar 

pe imeiri intah dan badan yang me iwaki ilii rakyat. Di itambahkan Mahfud MD, 

si iste im peimeiri intahan diipahamii seibagai i se ibuah siiste im hubungan tata keirja 

Le imbaga-le imbaga ne igara48 se inada deingan pe indapat ahlii te irse ibut, Jiimly 

Asshi iddi iqi ie i

49 meinge imukakan si iste im peimeiri intahan beirkaiitan deingan 

pe inge irti ian reige iri ingsdaad yai itu pe inye ile inggara pe imeiri intahan oleih eikse ikuti if 

dalam hubungan deingan fungsi i le igi islatiif. 

Di itiinjau darii aspe ik peimbagi ian keikuasaannya, organi isasi i 

pe imeiri intah dapat diibagi i dua yai itu: pe imbagi ian ke ikuasaan seicara horiizontal 

di idasarkan atas siifat tugas yang be irbe ida-be ida jeini isnya yang me iniimbulkan 

be irbagai i macam Le imbaga di i dalam suatu ne igara dan pe imbagi ian 

ke ikuasaan seicara ve irtiikal meinurut tiingkat pe imeiriintahan, meilahiirkan 

hubungan antara pusat dan daeirah dalam siiste im deise intraliisasi i dan 

de ikonse intrasii.50 

2. Pemerintahan Daerah Di Indonesia 
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Pe imeiri intah daeirah adalah keipala daeirah seibagai i unsur 

pe inye ile inggara pe imeiriintahan daeirah yang meimi impiin pe ilaksanaan urusan 

yang me injadii ke iwe inangan otonomi i dae irah. De iwan pe irwakiilan rakyat 

daeirah yang se ilanjutnya di isi ingkat DPRD adalah Le imbaga pe irwakiilan 

rakyat daeirah yang be irke idudukan seibagai i unsur pe inye ile inggara pe imeiri intah 

daeirah. Urusan pe imeiri intah daeirah adalah ke ikuasaan peimeiri intah daeirah 

yang me injadii ke iwe inangan pre isi ide in yang pe ilaksanaanya di ilakukan oleih 

ke imeinteiri ian neigara dan peinye ile inggara peimeiri intah daeirah untuk 

meili indungi i, me ilayani i, me imbeirdayakan, dan meinse ijahteirakan masyarakat. 

Me inurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18, teintang pe imeiri intah 

daeirah adalah seibagai i be iri ikut: 

1. Ne igara Ke isatuan Reipubliik Iindone isi ia di ibagi i atas daeirah-dae irah 

provi insi i dan provi insi i i itu di ibagi i atas kabupatein dan kota yang ti iap-ti iap 

provi insi i kabupatein kota iitu meimpunyai i pe imeiri intah daeirah yang di iatur 

de ingan Undang-undang 

2. Pe imeiri inah daeirah provi insi i, dae irah, kabupatein dan kota meingatur dan 

meingurus se indi irii urusan peimeiri intahan meinurut asas otonomii dan 

tugas pe imbantuan 

3. Pe imeiri intahan daeirah provi insi i, daeirah kabupatein meimiiliiki i de iwan 

pe irwakiilan rakyat dae irah yang anggota-anggotanya di ipi iliih me ilaluii 

pe imeiliihi ian umum 
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4. Gube irnur, Bupati i, Walii kota masiing-masi ing se ibagai i ke ipala 

pe imeiri intahan daeirah provi insi i, kabupate in dan kota dan di ipiili ih se icara 

de imokratiis. 

5. Pe imeiri intahan daeirah meinjalankan otonomii se iluas-luasnya, ke icualii 

urusan pe imeiri intahan yang ole ih Undang-undang di ite intukan se ibagaii 

urusan pe imeiri itahan pusat 

6. Pe imeiri intah daeirah beirhak meine itapakan peiraturan daeirah dan 

pe iraturan-peiraturan laiin untuk meilaksanakan otonomii dan tugas 

pe imbantuan. 

7. Susunan dan dan tata cara peinye ile inggaraan peime iriintahan daeirah 

di iatur dalam undang-undang. 

Se ilanjutnya Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 

154 te intang pe imeiri intahan Daeirah, Tugas dan we iwe inang DPRD 

Kabupate in/kota se ibagai i beiri ikut: 

1. Me imbeintuk pe irda kabupatein/kota Be irsama bupatii/wali i kota 

2. Me imbahas dan meimbeiri ikan peirse itujuan rancangan pe irda meinge inaii 

APBD kabupate in/kota yang di iajukan oleih bupatii/wali i kota 

3. Me ilaksanakan peingawasan te irhadap pe ilaksanaan peirda APBD 

kabupatein/kota 

4. Me imiili ih bupatii/wali i kota 

5. Me ingusulkan pe ingangkatan dan peimbe irheinti ian bupatii/wali i kota 

ke ipada peimeiri intah pusat untuk me indapatkan peinge isahan 

pe ingangkatan dan peimbe irheinti ian 
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6. Me imbeiri ikan peindapat dan peirtiimbangan ke ipada peimeiri intah daeirah 

kabupatein/kota teirhadap reincana peirjanjiian i inteirnasi ional dii Daeirah 

7. Me imbeiri ikan peirse itujuan teirhadap reincana keirja sama iinteirnasi ional 

yang di ilakukan oleih peimeiri intah daeirah kabupatein/kota 

8. Me imiinta laporan keiteirangan pe irtanggung jawaban bupatii/wali i kota 

dalam peinye ilnggaraan peimeiri intahan Daeirah kabupatein /kota 

9. Me imbeiri ikan peirse itujuan teirhadap reincana keirja sama deingan dae irah 

laiin atau deingan pi ihak keitiiga yang me imbe ibanii masyarakat dan daeirah 

10. Me ilaksanakan tugas dan wwe iwe inang lai in yang di iatur dalam keiteintuan 

pe iraturan peirundang-undangan. 

Se ilanjutnya DPRD adalah Le imbaga pe irwakiilan rakyat daeirah dan 

meirupakan salah satu unsur pe inye ilanggara pe ime iriintah daeirah dii 

sampiing pe ime iri intah daeirah, ada tiiga fungsi i utama darii DPRD yai itu: 

1. Fungsi i pe imbeintukan peirda kabupatein/kota 

2. Fungsi i anggaran yai itu me ineitapkan anggaran dan 

3. Fungsi i pe ingawasan yai itu meilakukan peingawasan teirhadap jalannya 

pe imeiri inatahan dan peilaksanaan peiraturan pe irundang-undangan. 

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 154 teintang 

pe imeiri intahan Daeirah, Tugas dan we iwe inang DPRD Kabupate in/kota 

se ibagai i be iriikut: 

1. Me imbeintuk pe irda kabupatein/kota Be irsama bupatii/wali i kota 

2. Me imbahas dan meimbe iriikan pe irse itujuan rancangan peirda meinge inai i APBD 

kabupatein/kota yang di iajukan oleih bupatii/walii kota 
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3. Me ilaksanakan peingawasan te irhadap peilaksanaan peirda APBD kabupatein/kota 

4. Me imiili ih bupatii/wali i kota 

5. Me ingusulkan pe ingangkatan dan pe imbe irheinti ian bupatii/wali i kota ke ipada 

pe imeiri intah pusat untuk meindapatkan peinge isahan pe ingangkatan dan 

pe imbeirhe intiian 

6. Me imbeiri ikan peindapat dan peirti imbangan ke ipada peimeiri intah daeirah 

kabupatein/kota teirhadap reincana peirjanjiian i inteirnasi ional dii Daeirah 

7. Me imbeiri ikan peirse itujuan teirhadap reincana keirja sama iinte irnasiional yang 

di ilakukan oleih pe imeiriintah daeirah kabupate in/kota 

8. Me imiinta laporan keiteirangan pe irtanggung jawaban bupatii/wali i kota dalam 

pe inye ilnggaraan peime iriintahan Daeirah kabupatein /kota 

9. Me imbeiri ikan pe irse itujuan teirhadap reincana ke irja sama deingan dae irah laiin atau 

de ingan pi ihak keiti iga yang me imbeibani i masyarakat dan daeirah 

10. Me ilaksanakan tugas dan we iwe inang lai in yang di iatur dalam keiteintuan pe iraturan 

pe irundang-undangan. 

Ke idudukan, susunan, tugas, we iwe inang, hak dan keiwaji iban DPRD 

di iteitapkan dalam peiraturan tata teirtiib DPRD be irdasarkan keiteintuan 

pe iraturan-peiraturan peirundang-undangan. DPRD se ibagai i Le imbaga 

pe irwakiilan Rakyat di i daeirah adalah unsur pe imeiri intah daeirah seibagai i 

wahana untuk meilaksanakan deimokrasii be irdasarkan Pancasiila. Seibagai i 

unsur pe ime iriintahan daeirah, dalam meilaksanakan tugas dan fungsi inya 

DPRD be irpe igang ke ipada priinsi ip-pri insi ip otonomii daeirah dalam keirangka 

Ne igara Ke isatuan Re ipubliik Iindone isi ia. DPRD se ibagai i leigi islati if daeirah 
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be irkeidudukan se ijajar dan meinjadii miitra darii peime iriintah daeirah, yang 

di imaksud deingan se ijajar dan meinjadii miitra adalah bahwa DPRD dan 

pe imeiri intah daeirah meimiiliiki i tanggung jawab yang sama dalam 

meiwujudkan pe imeiri intah daeirah yang e ifiisi ie insi i, e ifeikti if dalam rangka 

meimbe iriikan pe ilayanan se ibaiik-bai iknya keipada masyarakat deimii 

teirjamiinnya produkti ivi itas dan keise ijahteiraan dii dae irah.51 

Pe imeiri intah daeirah dalam meinye ile inggarakan urusan peimeiri intaan 

meimi iliiki i hubungan de ingan pe imeiri intah pusat dan deingan pe imeiri intah 

daeirah laiinya. Hubungan i ini i meiliiputi i hubungan we iwe inang, ke iuangan, 

pe ilayanan umum, peimanfaatan sumbeir daya alam dan sumbeir daya 

laiinnya se icara adiil dan seilaras.  

Hubungan-hubungan i ini i akan meini imbulkan admiiniistrasi i dan 

ke iwi ilayahan antar se isama peimeiri intah. Hubungan admiini istrasi i adalah 

hubungan yang te irjadii se ibagai i konse ikue insi i ke ibiijakan peinye ile inggaraan 

pe imeiri intah daeirah yang me irupakan satu ke isatuan dalam peinye ile inggaraan 

admiini istrasii ne igara.  

Se imeintara iitu, hubungan keiwi ilayahan adalah hubungan yang 

teirjadii se ibagai i konse ikue insi i diibe intuk dan di i susunya dae irah otonomii yang 

di ise ileinggarakan dalam wiilayah Ne igara ke isatuan Reipubliik Iindone isi ia 

se ihi ingga wi ilayah dae irah meirupakan satu ke isatuan wiilayah ne igara yang 

bulat. Hal iinii be irartii pe ineirapan luasnya otonomii yang di imi iliiki i oleih suatu 
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daeirah. Peilaksanaan otonomii teirse ibut te itaplah dalam keirangka Ne igara 

ke isatuan Reipubliik Iindone isi ia.52 

Se isuai i deingan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 

teintang pe ime iriintah Daeirah, pe imeiri intah daeirah meinye ile inggarakan urusan 

pe imeiri intah yang me injadii keiwe inangannya, ke icualii urusan peimeiriintah 

yang me inajdii urusan pe imeiri intah. Dalam meinye ile inggarakan urusan 

pe imeiri intah yang me injadii keiwe inangan dae irah teirse ibut, peimeiri intah daeirah 

meinjalankan otonomii se iluas-luasnya untuk meingatur dan meingurus 

se indi irii urusan pe ime iriintah be irdasarkan asas otonomii dan tugas 

pe imbantuan. Peinye ile inggara deise intraliisasi i masyarakat peimbagaiin urusan 

pe imeiri intah antara peimeiri intah deingan pe imeiri intah daeirah. Urusan 

pe imeiri intah teirdi irii darii urusan pe imeiri intah yang se ipe inuhnya me injadii 

ke iwe inangan pe imeiri intah dan urusan peimeiri intah yang di i ke ilola seicara 

Be irsama antar tiingkatan dan susunan pe ime iriintah atau konkurein.  

Urusan pe ime iriintah dalam biidang poli iti ik luar ne ige iri i, pe irtahanan, 

ke iamanan moneiteir dan fi iscal nasiional, yusti isi i, dan agama. Urusan 

pe imeiri intah yang yang dapat dii ke ilola seicara beirsama antar tiingkatan dan 

susuan pe imeiri intah atau konkurein adalah urusan-urusan pe ime iriintah seilaiin 

urusan pe imeiri intah yang se ipe inuhnya me injadii urusan Pe imeiri intah. Deingan 

de imiiki ian dalam seiti iap biidang urusan pe ime iriintahan yang be irsi ifat konkure in 
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se inantiiasa teirdapat bagi ian urusan yang meinjadii ke iwe inangan pe ime iri intah, 

pe imeiri intah daeirah provi insi i, dan pe imeiri intah daeirah kabupatein/kota.  

Untuk meiwujudkan peimbagi ian urusan peimeiri intahan yang be irsi ifat 

konkure in teirse ibut se icara proposiional antar pe imeiri intah, peimeiri intah daeirah 

provi insi i, dan pe ime iri intah daeirah kabupate in/kota maka diiteitapkan kriite iriia 

pe imbagi ian urusan pe imeiri intah yang me ili iputii e ikste irnaliitas, akuntabiiliitas, 

dan e ifiisi ie insi i. Pe inggunaan ke iti iga kri ite iri ia teirse ibut di iteirapkan se icara 

kumulatiif se ibagai i satu keisatuan deingan meimpe irtiimbangan keise irasi ian dan 

ke iadiilan hubungan antar tiingkatan dan susunan peime iriintahan. 

Ke iwe inangan dalam peilaksanaan peimeiri intah daeirah, meiliiputii 

ke iwe inangan meimbuat peirda (ze ilfweitge ivi ing) dan pe inye ile inggaraan 

pe imeiri intahan (zeilfbeistuur) yang di i e imban se icara deimokratiis. Pe ili impahan 

atau peinye irahan we iwe inang darii peime iriintah pusat keipada daeirah-dae irah 

otonomii bukanlah kareina hal iitu diiteitapkan dalam konstiitusi inya, 

meilaiinkan di ise ibabkan oleih hakiikat Ne igara keisatuan iitu se indi irii.  

Pri insi ip pada Neigara Ke isatuan iialah bahwa yang me imeigang 

tampuk keikuasaan teirtiinggi i atas se ige inap urusan ne igara adalah peimeiri intah 

pusat (ceintral gove irnme int) tanpa adanya gangguang ole ih suatu deileigasi i 

atau peili impahan keikuasaan keipada peimeiri intah daeirah (local gove irnmeint). 

Pe ingaturan pe ilaksanaan keikuasaan neigara meimpunyai i dua be intuk yai itu 

di ipusatkan atau diipe incarkan maka teirjadii pula se ibaliiknya, ji ika keikuasaan 

ne igara di ipeincarkan maka teirjadii de ise intraliisasi i. Dalam beirbagi i 
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pe irkeimbangan pe imeiri intah, diijumpaii arus baliik yang kuat ke i se intrali istiik, 

yang di i se ibabkan faktor-faktor teirte intu.53 

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 58 teintang 

pe imeiri intah daeirah, di ijeilaskan bahwa pe inye ile inggara peime iriintah harus 

be irpeidoman keipada asas umum peinye ile inggaraan peimeiri intahan neigara 

yang te irdi irii atas: 

1. Asas ke ipasti ian hukum; 

2. Asas te irtiib pe inye ile inggara ne igara; 

3. Asas ke ipe intiingan umum; 

4. Asas ke ite irbukaan; 

5. Asas proposi ionali itas; 

6. Asas akuntabiili itas 

7. Asas e ifi isi ie insi i; 

8. Asas e ife iktiifi itas; dan 

9. Asas ke iadi ilan. 

Me inurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, ada beibe irapa hak 

pe imeiri intah dalam meinye ile inggarakan fungsi i-fungsi i pe ime iriintahan, 

teirutama dalam peinye ile inggaraan otonomii, daeirah di ibeikalii hak dan 

ke iwajiiban teirteintu. Hak dan ke iwajiiban teirse ibut diiwujudkan dalam reincana 

ke irja peimeiri intah daeirah dan diijabarkan dalam beintuk pe indapat, beilanja 
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dan peimbi iayaan dae irah yang di i Ke ilola dalam siisteim pe inge ilola keiuangan 

daeirah.  

1. Me ingatur dan meingurus se indi iri i urusan peimeiri intahnnya  

2. Me imiili ih peimi impiin daeirah 

3. Me inge ilola aparatur daeirah 

4. Me inge ilola keikayaan daeirah 

5. Me imungut pajak daeirah dan reitri ibusi i daeirah  

6. Me indapatkan bagii hasi il dari i pe inge ilola sumbeir daya alam dan sumbe ir 

dayalaiinnya yang be irada di i daeirah 

7. Me indapatkan sumbeir pe indapatan laiin yang sah dan 

8. Me indapatkan hak laiinnya yang di iatur dalam peiraturan peirundang-

undangante irmasuk hak keiuangan me iliiputii gaji i pokok, tunjangan 

jabatan dan tunjangan laiin se irta hak protokoleir. 

Dari i beibeirapa hak-hak dii atas, meinurut Pasal 67 Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 daeirah juga diibe ibani i beibe irapa keiwajiiban yai itu: 

1. Me imeigang te iguh dan me ingamalkan Pancasi ila, meilaksanakan Undang-

undang Dasar Ne igara Reipubli ik Iindone isi ia Tahun 1945 seirta 

meime iliihara keiutuhan Neigara Ke isatuan Re ipubliik Iindone isi ia 

2. Me inaatii se iluruh keiteintuan peiraturan peirundang-undangan 

3. Me inge imbangkan ke ihi idupan deimokrasii 

4. Me injaga e itiika norma dalam peilaksanaan urusan pe imeiri intahan yang 

meinjadii ke iwe inangan daeirah 
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5. Me ine irapkan priinsi ip tata peimeiri intahan yang be irsi ih dan bai ik 

6. Me ilaksanakan program strateigi i nasi ional dan 

7. Me injaliin hubungan ke irja deingan se iluruh i instansi i ve irti ical dii daeirah dan 

se imua peirangkat daeirah. 

B. Teori Tentang Shadow State 

Me inurut Max We ibe ir, ne igara formal-mode irn meimiili iki i tiiga atri ibut 

utama: Pe irtama, admiiniistrasi i pe imeiri intah di idasarkan pada aturan hukum. 

Ke idua, otoriitas poliitiik meingi ikat warga ne igara dan wiilayah ne igara. Ke iti iga, 

pe inggunaan monopolii atas keikuasaan dan keikeirasan deimii ke ipeinti ingan 

nasi ional. Seilaiin konseip ne igara formal, dalam keihi idupan sosiial-poli itiik studii 

sai ins ki ita juga biisa me iliihat iistiilah ke iadaan bayangan di i makna yang 

meire indahkan. Ke iadaan bayangan adalah ke iadaan iinformal peime iriintahan (juga 

di ise ibut peimeiri intah swasta) yang be irope irasii di i luar siiste im formal, teitapii 

meimi iliiki i keikuatan yang kuat dalam me ine intukan arah poliitiik ne igara formal.  

Iisti ilah ke iadaan bayangan pe irtama kalii di ipeirke inalkan oleih Wi illi iam 

Re ino dalam buku “Korupsi i dan Poli itiik Ne igara” dii Si ie irra Le ione i (1995). Buku 

i itu meinjeilaskan bayangan i itu ne igara adalah beintuk pri ibadii, kolusi i, dan 

koruptiif ke ikuasaan, dii mana keibi ijakan dapat diise itujuii oleih peinguasa tanpa 

be irkonsultasii deingan hukum atau peiraturan teirtuliis. Reino meinambahkan 

bahwa dalam neigara bayangan, modal dan e ikonomii di idomiinasi i oleih be ibeirapa 

e iliit pe ingusaha de ingan me imaniipulasii formal otoriitas poliiti ik, pe ileimahan 
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bi irokrasii, dan me ine imbus jariingan sosi ial.54 Pablo Que irubi in dari i Harvard 

meinde ifi iniisi ikan di inastii poli itiik se ibagai i be intuk teirteintu dari i ke igi igi ihan e ili it dii 

mana keilompok tunggal atau ke iluarga me imonopolii ke ikuasaan poliiti ik.55 

De ifi iniisi i me inge inai i konse ip shadow statei te ilah diijeilaskan oleih Wi illiian 

Re ino (1995) bahwa shadow state i atau leibi ih kongkri it Pe ime iri intahan Bayangan 

bi iasanya akan hadi ir, tumbuh dan be irke imbang tatkala teirjadii pe ilapukan fungsi i 

pada iinsti itusii pe imeiri intahan formal. peinye ibabnya antara laiin kareina para eiliit 

pe inye ile inggara peimeiri intah formal meingalamii ke itiidakbeirdayaan dalam 

be irhadapan deingan ke ikuatan-ke ikatan sosi ial, eikonomi i dan poliiti ik yang 

domiinan beirada diiluar struktur peimeiri intahan formal. konseikueinsi i adanya 

praktiik shadow statei i ialah peinye ile inggaraan peimeiri intahan akan leibi ih banyak 

di ikeindaliikan ole ih orotiitas di iluar struktur pe imeiri intahan dariipada otoriitas 

formal dalam struktur peimeiri intahan. 

Awal be irke imbangnya konse ip shadow state i meimang hanya me inyaji ikan 

meinge inai i fe inomeina dii tiingkat nasi ional. Me iski ipun deimi ikiian, keindatii masi ih 

“preimatur”, Syari if Hi idayat pada tahun 2002, te ilah meincoba meilakukan 

i inve isti igasi i te intang karakteiri isti ik darii Bi isni is dan Poli iti ik dii ti ingkat 

Pe imeiri intahan Daeirah. Be irdasarkan hasiil peine iliiti iannya, yang di ilakukan dii 

Jawa Barat (bandung Barat), me inye ibutkan: “pada ti ingkat re ialiitas, keibi ijakan 

otonomii daeirah teilah meimbuka peiluang bagi i pe irjuangan ke ipeinti ingan i indi ivi idu 

e iliit peinye ile inggara pe imeiri intahan daeirah. Teimuan iinii, me ingi indi ikasi ikan 
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se idi ikiitnta ada tiiga be intuk keipe intiingan i indiivi idu e ili it peimeiri intahan daeirah, 

yai itu:  ke ipe inti ingan e ikonomi i (se ieiki ing e iconomi ic einds), ke ipe intiingan untuk 

pe inge imbangan kari ir (careie ir advanceime int), dan keipe intiingan untuk sponsot 

poliiti ik (poliitiical sponsorshi ip).”56 

Me inurut Syari if Hi idayat dalam Arge intii, teirdapat eimpat karakteiriisti ik 

umum darii praktii i informal goveirnance i dan Shadow Statei. Pe irtama, bahwa 

fe inomeina iinii hadiir, tumbuh dan beirke imbang se ibagi i akiibat darii teirjadiinya 

pe ilapukan fungsi i darii i insi itusi i formal (neigara). Ke idua, akumulasii keiuntungan 

e ikonomii dan poliiti ik jangka peindeik dii luar biingkai i re igulasi i formal, meirupakan 

tujuan utama dari i transakasii meilaluii iinformal markeit. Pada konteiks i iniilah 

masiing-masi ing pi ihak akan meimaksiimalkan sumbeir daya yang di imi iliiki i. 

Ke iti iga, modus ope irasii atau meikaniismei ke irja darii iinformal goveirnancei cukup 

be irvari iasi i, yang se icara umum dapat di ibe idakan dalam dua kate igori i utama: 

meilaluii maniipulasi i ke ibiijakan publiik, me ilaluii jariingan ali iansi i antarpeirsonal, 

maupun aliiansii antar leimbaga. Ke ie impat, aktor (peilaku) yang te irli ibat dalam 

i informal peimeiri itahan iialah para peinye ile inggara ne igara dan actor-aktor dalam 

masyarakat, para pe ilaku yang di ise ibut teirakhi ir iini i sangatlah be iragam 

meinunjuk para peingusaha, poliiti isi i darii partaii poliiti ik, tokoh ormas dan bahkan 

para peilaku kriimiinal.57 
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C. Teori Relasi Kuasa Dalam Pemerintahan 

Re ilasii kuasa meirupakan hubungan atas dasar ke ipe intiingan (ve isteid 

i inteire ist) antara Seibagi ian keilompok atau iindi ivi idu dalam suatu wiilayah. Powe ir 

Reilatiion yakni i teirje imahan Bahasa iinggri is darii reilasi i kuasa meimi iliiki i artii 

se ibuah keikuasaan atau kuasa yang bi isa muncul darii beirbagai i arah dan tiidak 

teirfokus pada suatu tiiti ik. Kata kunci i darii konse ip di i si ini i adalah “poweir‟ 

se ibuah kata peintiing dalam beirbagai i di isi ipliin i ilmu teirmasuk dalam kajiian 

pe indiidi ikan. Se ibagai imana peine igasan Mi iche il Foucault bahwa poweir atau kuasa 

be irsi ifat ubiiqui itous atau ada dii mana-mana, dan seimua kuasa meincakup 

pe irjuangan untuk meidiiasi i, meinciiptakan makna, dan meilakukan kontrol.58 

Ke ikuasaan se ibagai i suatu kontrol se ibagai imana diikatakan oleih De ini is 

Mc Quai il bahwa lokasii ke ikuasaan tiidaklah di i satu teimpat teitapii meinye ibar dan 

be irvari iasi i dalam iinsti itusi i, masyarakat, iindi ivi idu, dan audi ie ins. Be irbi icara dalam 

konteiks kajiian meidi ia, Mc Quaiil se icara umum peinge irti iannya je ilas bahwa 

kuasa atau keikuasaan iitu tiidak teirpusat, ti idak beirge irak darii satu arah kei arah 

laiin, akan teitapii biisa muncul dan beirge irak darii beirbagai i arah. Kuasa yang bi isa 

di iasosi iasiikan se icara tradiisi ional deingan poliiti ik, peime iriintah, dan peimiimpi in, 

se ibe itulnya me irupakan hal yang te irse ibar di ibeirbagai i teimpat, beirsi ifat caiir, dan 

be irkaiitan deingan prose is atau usaha-usaha meinci iptakan makna, peirteingkaran, 

se ingke ita dan peincariian jalan kei luar (diisputei and di issolutiion).59 
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Foucault dan Gramsci i meinyatakan bahwa kontrol bi isa di ilakukan 

se icara langsung le iwat keikuatan fiisi ik, teitapii juga bi isa se icara tiidak langsung 

atau cara peirsuasi if. Ke ipe imi iliikan akan keikuasaan diiteintukan oleih be irbagai i hal 

se ipe irtii sumbeir-sumbe ir daya, uang, status, dan peinge itahuan. Kontrol biisa 

di ilakukan leiwat meimpe ingaruhi i se icara ti idak langsung le iwat peinye ibaran 

pe inge itahuan. Bagi i se ise iorang yang me imi iliiki i modal-modal seibagai imana dii atas 

maka akan leibi ih meimi iliiki i keikuasaan yang le ibi ih be isar, leibiih kuat, dan leibiih 

be irpeingaruh. 

Ke ikuasaan dalam pandangan Faucoult tiidak diipahamii se icara neigati if 

se ipe irtii pre ispe iktiif Marxi ian meilaiinkan produktiif dan re iproduktiif. Ke ikuasaan 

tiidak teirpusat pada satu tiitiik akan teitapii me inye ibar (omniipre ise int) dan meingali ir 

di inormaliisasi ikan dalam praktiik pe indi isi ipiili inan.60 

Se idangkan re ilasi i meinurut kamus umum bahasa Iindone isi ia (2001)61 

artiinya hubungan; pe irhubungan; pe irtaliian. Jadii re ilasii kuasa yang di imaksud dii 

si ini i adalah seigala hal yang te irkaiit de ingan kuasa i itu se indiiri i. Ke ibe iradaan reilasii 

dalam keikuasaan sangat peintiing dalam meinjaga dan meileistariikan suatu 

ke ikuasaan, kareina munculnya ke ikuasaan i itu justru beirasal darii re ilasi i-re ilasii 

teirse ibut. 

Dalam peinge irti ian re ilasii kuasa kata “reilasi i” meingadung arti i hubungan 

atau iinte irakasii beirdasarkan keikuatan yang be intuk-be intuk dan akiibatnya 
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di iteintukan oleih akumulasii ke ikuasaan yang di imi iliiki i keilompok atau anggota 

ke ilompok dalam beirhubungan de ingan ke ilompok laiin. Konse ip ke ikuasaan 

meinurut Mi ichaeil Foucault seiorang fi ilsuf peiloporstrukturaliisme i, keikuasaan 

meirupakan satu diimeinsi i darii reilasi i. Di imana ada reilasi i, dii sana ada 

ke ikuasaan.62 

Dalam reilasii kuasa, keilompok yang me imiili ikii ke ikuasaan atau daya 

kontrol leibi ih be isar ceindeirung me imi iliiki i keikuasaan atau daya kontrol atau daya 

domiinasi i leibi ih beisar atas keilompok lai in. Akan teitapii, i inii tiidak mutlak, 

teirutama kalau diiliihat darii ke imampuan suatu keilompok yang tampak “leimah‟ 

se ibe itulnya mampu meingajukan ni ilaii tawar (bargai iniing posi iti ion) jiika meire ika 

meimi iliiki i keimampuan meingajukan modal-modal yang me ire ika miili ikii. 

Konse ip ke ikuasaan meinurut Mi ichaeil Foucault seiorang fi ilusuf pe ilopor 

faham strukturaliisme i, ke ikuasaan suatu diimeinsi i dari i re ilasii. Di i mana ada reilasi i, 

di i sana ada keikuasaan. Cara Foucault me imahamii keikuasaan sangat oriisi inal, 

meinurut Foucault, keikuasaan tiidak dii miili ikii dan diiprakteikkan dalam satu 

ruang li ingkup di i mana ada banyak posi isi i yang se icara strateigi is be irkai itan antara 

satu deingan yang lai innya. Foucault meine iliitii ke ikuasaan leibi ih pada iindiivi idu 

se ibagai i subje ik dalam liingkup yang pali ing ke iciil.63 

Tanpa diisadarii ke ikuasaan beirope irasii dalam jariingan masyarakat. 

Ke ikuasaan ti idak datang dari i luar teitapii meine intukan susunan, aturan-aturan, 
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hubungan-hubungan i itu darii dalam. Bagi i Foucault keikuasaan seilalu 

teiraktualiisasi i leiwat peinge itahuan, dan peinge itahuan seilalu punya e ife ik kuasa. 

Pe inye ile inggaraan pe inge itahuan meinurut Foucault se ilalu meimproduksii 

pe inge itahuan se ibagaii basi is ke ikuasaan. Ti idak ada peinge itahuan tanpa kuasa dan 

se ibaliiknya ti idak ada kuasa tanpa peinge itahuan.64 Se idangkan kuasa dalam 

“reilasi i kuasa‟ meimiili ikii arti i ke imampuan atau keisanggupan (untuk be irbuat 

se isuatu); keikuatan; weiwe inang atas se isuatu untuk meineintukan (meime iriintah, 

meiwaki ilii, me ingurus) se isuatu; pe ingaruh (ge ingsi i, ke isakti ian, dan se ibagaiinya) 

yang ada pada seise iorang kare ina jabatannya); mampu; sanggup; dan orang 

yang di ise irahii we iwe inang. Nanang Fattah meingatakan bahwa peimi impiin adalah 

se iorang yang me impunyai i ke imampuan untuk meimeingaruhi i pe iriilaku orang laiin 

di i dalam keirjanya de ingan me inggunakan ke ikuasaan. Nanang meinambahkan 

bahwa keikuasaan i itu adalah keimampuan untuk meingarahkan dan 

meime ingaruhi i bawahan seihubungan de ingan tugas-tugas yang harus 

di ilaksanakan.65 Jadii re ilasii kuasa artiinya hubungan yang di idasarii ke imampuan 

atas seisuatu yang me injadii we iwe inangnya. 

Re ilasii kuasa teirjadii dii mana-mana seirta dalam kondiisi i apapun yang 

di iteintukan oleih meire ika peimi iliik modal dan ke ikuasaan. Dalam masyarakat deisa 

maupun kota, masyarakat maju maupun be irkeimbang, dalam organiisasi i formal 

maupun non formal, reilasi i kuasa pastii teirjadii deingan hasi il dan kondiisi i yang 

be irbeida-be ida te irgantung ke ipe imi iliikan modal oleih tiiap-ti iap pi ilar yang te irkai it. 
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Hubungan ke ikuasaan me ini imbulkan antara be irbagai i pi ihak yang me ime igang 

ke ikuasaan deingan pi ihak yang me injadii obye ik ke ikuasaan. Ke ikuasaan lahiir 

kareina adanya ke imi iski inan dan keite irbeilakangan. Ke ikuasaan juga i ide intiik 

de ingan ke iuntungan se ipi ihak bai ik untuk di irii se indi iri i maupun untuk ke ilompok 

yang di ire ikrut. Peinguasa me imiili ikii ke imampuan meimaiinkan peiranan sosi ial 

yang pe inti ing dalam suatu masyarakat miisalnya antara keilompok peimiili ik 

modal dan keilompok yang me imbutuhkan modal. Teirjadiinya pola 

ke iteirgantungan yang ti idak se ii imbang me indatangkan si ikap keipatuhan.66 

Saliing ke ite irgantungan di iaki ibatkan kareina adanya ke irawanan. Maksud 

darii ke irawanan yakni i ke itiidak seii imbangan ke iadaan keili impahan sumbeir-

sumbe ir, miisalnya pe irte intangan antara masyarakat keilas bawah dan keilompok 

pe inguasa yang me impunyai i keili impahan sumbeir-sumbe ir teirse ibut. Oleih se ibab 

i itu, peintiingnya sumbe ir yang di imi ili ikii baiik i itu se icara mateiri i atau sumbeir-

sumbe ir alam yang me injadiikan pola keiteirgantungan.67 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Teintang Pe ime iri intahan Daeirah 

adalah peinye ile inggaraan urusan pe imeiri intahan oleih pe ime iriintah daeirah dan 

De iwan Peirwaki ilan Rakyat Daeirah (DPRD) meinggunakan asas otonomii dan 

tugas pe imbantuan deingan pri insi ip otonomii se iluas-luasnya dalam siiste im dan 

pri insi ip Ne igara Ke isatuan Reipubli ik Iindone isi ia seibagai imana diimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Ne igara Re ipubliik Iindone isi ia Tahun 1945. Susunan dan 

tata cara peinye ile inggaraan peimeiri intahan daeirah diiatur dalam pasal 18 ayat (7) 
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Undang-Undang Dasar Ne igara Re ipubliik Iindone isi ia Tahun 1945. 

Pe inye ile inggaraan peimeiri intah daeirah diiarahkan untuk meimpeirceipat 

teirwujudnya ke ise ijahteiraan masyarakat me ilaluii peini ingkatan peilayanan, 

pe imbeirdayaan, dan peiran seirta masyarakat, seirta peini ingkatan daya sai ing 

daeirah deingan me impe irhatiikan pri insi ip deimokrasii, pe imeirataan, keiadiilan, dan 

ke ikhasan suatu daeirah dalam siiste im Ne igara Ke isatuan Re ipubliik Iindone isi ia.  

Me inurut Harson, pe ime iri intahan daeirah meimiili ikii e iksi iste insi i se ibagai i:  

a) Local Seilf Goveirnme int atau peime iriintah lokal daeirah dalam siisteim 

pe imeiri intah daeirah dii Iindone ii isa adalah se imua daeirah deingan be irbagai i 

urusan otonom bagii local seilf goveirnme int teintunya harus beirada dalam 

ke irangka si isteim pe imeiri intahan neigara. Dalam meingurus rumah tangganya 

se indi irii pe imeiriintah lokal meimpunyai i hak iini isi iatiif seindi iri i, meimpunyai i 

we iwe inang untuk me inye ile inggarakan urusan rumah tangga se indi iri i atas 

ke ibiijaksanaannya se indi iri i. Se ilaiin di ibeiri ikan urusan-urusan te irteintu oleih 

pe imeiri intah pusat, dapat juga di ibe iri ikan tugas-tugas pe imbantuan dalam 

lapangan peimeiri intahan (tugas meide ibe iwiind). Tugas i inii adalah untuk turut 

se irta (madei) meilaksanakan peiraturan peirundangundangan, bukan hanya 

yang di ite itapkan oleih peimeiri intah pusat saja, namun juga me iliiputii yang 

di iteintukan oleih pe imeiri intah lokal yang meingurus rumah tangga se indi irii 

tiingkat di iatasnya. 

b) Local Statei Gove irnme int atau peimeiri intah lokal admiini istratiif di ibeintuk 

kareina pe inye ile inggaraan se iluruh urusan pe imeiri intahan neigara yang ti idak 

dapat diilakukan seindiiri i oleih peimeiri intah pusat. Peinye ile inggaraan 
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pe imeiri intahan seimacam iini i diise ibabkan kare ina sangat luasnya wi ilayah dan 

banyaknya urusan pe imeiri intahan. Peijabat-pe ijabat yang me imiimpiin 

pe imeiri intah lokal admiiniisttratiif iitu di iangkat dan diibe irhe intiikan oleih 

pe imeiri intah pusat, beikeirja meinurut aturan-aturan dan keihe indak darii 

pe imeiri intah pusat, beirdasarkan hiie irarkii ke ipeigawai ian, di iteimpatkan dii 

wi ilayah-wi ilayah admi ini istratiif yang be irsangkutan di ibantu oleih 

pe igawai ipe igawai i yang juga di iangkat dan diibe irhe intiikan oleih peimeiri intah 

pusat. Se igala pe imbiiayaan pe imeiri intah lokal admiiniistratiif di ike iluarkan oleih 

pe imeiri intah pusat.68 

Be irdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Teintang 

Pe imeiri intahan Daeirah, tugas atau urusan pe imeiri intah daeirah dapat diibagi i 

meinjadii 3 (tiiga) yai itu urusan peime iriintahan absolut, urusan peimeiri intahan 

konkure in dan urusan pe imeiri intahan umum. Urusan Pe ime iri intahan Absolut 

adalah urusan yang te irmasuk dalam fungsi i pe ime iriintahan dalam meimiili ikii 

ke iwe inangan pada peimeiri intah pusat (asas se intraliisasi i). Namun deimi ikiian ada 

kalanya pe imeiri intah pusat dapat me imbeiri ikan keiwe inangan i ini i pada peime iriintah 

daeirah baiik ke ipada keipala daeirah maupun i instansii pe irangkat daeirah. Pasal 10 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Te intang Pe imeiri intahan Daeirah 

meinye ibutkan bahwa: “Contoh dari i urusan pe imeiri intahan absolut adalah: 

Poli itiik luar ne ige iri i; Pe irtahanan; Ke iamanan; Yustiisi i; mone iteir dan fi iskal 

nasi ional; seirta Agama.” 
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Urusan Pe ime iriintahan Wajiib adalah urusan pe irmeiri intahan yang 

teirmasuk dalam fungsi i keiwe inangannya pada peimeiri intah pusat dan peimeiri intah 

daeirah (asas deise intraliisasi i/de ikonse intrasi i). Peime iriintah daeirah wajiib 

meilaksanakan urusan peimeiri intahan iinii apabiila urusan pe imeiri intahan iini i 

meinyangkut ke ihi idupan masyarakat yang ada dii dalam wiilayahnya agar ti idak 

meinjadii pe inye ibab te irciiptanya masyarakat maje imuk dan multiikultural. Pada 

umumnya urusan pe ime iri intahan wajiib meirupakan peilayanan dasar bagi i 

masyarakat. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Teintang 

Pe imeiri intahan Daeirah meinye ibutkan bahwa: 

“Contoh darii urusan peimeiri intahan wajiib yang be irkaiitan deingan 

pe ilayanan dasar adalah: Pe indi idi ikan; Ke ise ihatan; Peike irjaan umum dan 

pe inataan ruang; Pe irumahan rakyat dan kawasan pe irmukiiman; 

Ke ite inte iraman, Ke ite irti iban umum, dan Pe ili indungan masyarakat; dan 

Sosi ial. Contoh darii urusan peimeiri intahan wajiib yang ti idak be irkaiitan 

de ingan pe ilayanan dasar adalah: Te inaga ke irja; Peimbeirdayaan pe ire impuan 

dan Pe iliindungan anak; Pangan; Pe irtanahan; Li ingkungan hi idup; 

Admi ini istrasi i ke ipe indudukan dan Peincatatan siipi il; Peimbe irdayaan 

masyarakat dan Deisa; Pe inge indaliian pe induduk dan Ke iluarga be ire incana; 

Pe irhubungan; Komuni ikasi i dan Iinformatiika; Kope irasi i, Usaha ke ici il, dan 

meine ingah; Pe inanaman modal; Ke ipeimudaan dan Olah raga; Stati istiik; 

Pe irsandi ian; Ke ibudayaan; Peirpustakaan; dan Ke iarsi ipan.” 

Urusan Pe ime iri intahan Pi iliihan adalah Fungsi i pe ime iri intahan yang di ibagi i 

ke iwe inangannya antara pe imeiriintah pusat dan peimeiri intah daeirah (asas 
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de ise intraliisasi i atau de ikonse intrasii). Fungsi i pe imeiri intahan iini i be irkaiitan deingan 

leitak ge iografi is, sumbe ir daya alam, globali isasi i dan sumbeir daya manusi ia yang 

khas beirada dii suatu daeirah. Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Teintang Pe imeiri intahan Daeirah meinye ibutkan bahwa: “Contoh dari i 

urusan pe imeiri intahan piili ihan yang be irkai itan deingan pe ilayanan dasar adalah: 

Ke ilautan dan Peiri ikanan; Pariiwi isata; Pe irtaniian; Ke ihutanan; Eineirgi i dan 

Sumbe ir daya mi ine iral; Peirdagangan; Pe iri industri ian; dan Transmiigrasi i.” 

Fungsi i Pe imeiri intahan Umum adalah fungsi i peime iriintahan umum yang 

meimi iliiki i tugas, fungsi i dan we iwe inang pre isi idein dan waki il pre isi ide in, namun 

pe ilaksanaannya di i dae irah diilakukan oleih ke ipala daeirah baiik gube irnur, bupatii, 

maupun waliikota. Meinge inai i pe ilaksanaan iini i, gube irnur be irtanggung jawab 

ke ipada preisi idein me ilaluii me intrii yang be irsangkutan. Bupati i dan wali ikota pun 

meimi iliiki i tanggung jawab yang sama namun pe inyampaiiannya di ilakukan 

meilaluii gube irnur. Iinstansi i dan peirangkat daeirah diitunjuk untuk meimbantu 

pe ilaksanaan urusan peimeiri intahan umum iini i. Contoh darii fungsi i pe ime iri intahan 

umum adalah: Pe inanganan konfli ik sosi ial yang di iatur dalam undang-undang. 

a. Koordi inasi i antara peimeiri intah pusat deingan daeirah provi insi i dan 

kabupatein/kota untuk meimeicahkan suatu masalah. Pe inye ile isai ian 

masalah iini i harus diilakukan deingan me ingi ingat asas de imokrasii, 

undang-undang, dan ke ii isti imeiwaan suatu daeirah. 

b. Pe imbiinaan pe irsatuan dan keisatuan se iluruh e ileime in masyarakat 

dalam 

be irbangsa. 
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c. Pe imbiinaan wawasan ke ibangsaan dan ke itahanan neigara Iindone isi ia 

se icara nasi ional. 

d. Pe ingamalan Pancasiila, Undang-undang Dasar 1945, dan Bhi inne ika 

Tunggal Iika pada se iluruh keihi idupan beirbangsa. 

e. Pe imbiinaan keirukunan antar warga tanpa me imandang suku, ras, 

agama, 

dan golongan de imi i ke istabiilan nasiional. 

f. Pe ingapli ikasi ian keihi idupan yang be irde imokrasi i. 

Urusan-urusan yang te irte ira di i atas diilaksanakan oleih ke ipala daeirah 

be ise irta peirangkat DPRD. Urusan yang te ilah diilaksankan atau diire incanakan 

se ilanjutnya dapat diibuat dalam suatu peiraturan daeirah. 

D. Maslahah Mursalah 

1. Pengertian Maslahah Mursalah 

Se icara eitiimologi i, Maslahah Mursalah te irdi irii dari i dua kata, yai itu 

maslahah dan mursalah. Iisti ilah maslahah beirsumbe ir darii lugahtul Al-

arabi iyyah dan diise irap keidalam Bahasa Iindone isi ia meinjadii maslahat, 

yai itu me indatangkan keibajiikan atau yang me imbawa faeidah se irta 

meinafi ikan keiburukan.69 Kamus Be isar Bahasa Iindone isi ia meimbeidakan 

antara kata maslahat dan ke imaslahatan. Kata maslahat me impunyai i artii  

Mashlahah (مصلحت) be irasal darii kata shalaha (صلح) deingan 

pe inambahan “aliif' di iawalnya yang se icara artii kata beirartii "bai ik" lawan 
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darii kata "buruk" atau "rusak". Iia adalah mashdar deingan artii kata 

shalâh (صلاح), yai itu "manfaat" atau "te irle ipas darii padanya ke irusakan". 

Pe inge irti ian mashlahah dalam bahasa Arab be irartii "pe irbuatan- 

pe irbuatan yang me indorong ke ipada ke ibaiikan manusiia". Arti inya yang 

umum adalah seiti iap seigala se isuatu yang be irmanfaat bagii manusi ia, 

baiik dalam artii meinari ik atau meinghasi ilkan se ipeirti i meinghasi ilkan 

ke iuntungan atau keise inangan; atau dalam artii me inolak atau 

meinghi indarkan se ipe irtii me inolak keimudaratan atau keirusakan. Seiti iap 

yang me ingandung manfaat patut diise ibut mashlahah. Mashlahah iitu 

meingandung dua si isi i, yai itu meinariik atau meindatangkan keimaslahatan 

dan meinolak atau meinghi indarkan ke imudaratan."70 

Al-Mursalaat (المرسلت) adalah iisi im maful (objeik) darii fii'i il madhii 

(kata dasar) dalam beintuk tsulasii (kata dasar yang ti iga huruf), yai itu 

de رسل ingan pe inambahan huruf "ali if" di ipangkalnya, se ihi ingga me injadii 

Se .ارسل icara eitiimologi is (bahasa) artiinya "te irleipas", atau dalam artiia 

Kata "Te .(beibas) مطلقت irle ipas" dan "be ibas" di isi ini i bi ila diihubungkan 

de ingan kata mashlahah maksudnya adalah teirleipas atau beibas darii 

ke iteirangan yang me inunjukkan boleih atau tiidak boleihnya di ilakukan.71 

Maslahah mursalah (المرسلت المصلحت) meinurut Abdul Wahab 

Khallaf, adalah maslahah diimana syari i tiidak meinsyari i'atkan hukum 
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untuk meiwujudkan maslahah, juga tiidak teirdapat daliil yang 

meinunjukkan atas peingakuannya atau peimbatalannya.72 

Me inurut i istiilah para ulama, maslahah mursalah i ialah seiti iap makna 

(ni ilaii) yang di ipe iroleih keitiika meinghubungkan hukum deingannya, atau 

meine itapkan hukumnya be irupa meindapat manfaat atau meinolak 

mudarat darii orang lai in, dan ti idak ada daliil yang me ingakui i atau 

meinolak keibe iradaannya.73 

Contoh-contoh maslahah mursalah teirutama dalam meilayani i dan 

meingurus masyarakat, se ipeirti i peiraturan lalu liintas, adanya le imbaga 

pe iradiilan, adanya le imbaga peiradiilan, adanya surat niikah, dan laiin 

se ibagai inya. Apabi ila di ibandiingkan qi iyas, i isti ihsan, dan maslahah 

mursalah se ibagai i cara beiri ijtiihad maka teirliihat bahwa: dalam qi iyas dan 

i istiihsan ada hal laiin se ibagai i bandiingannya. Mi isalnya dalam qiiyas ada 

cabang (furu) yang di ibandiingkan de ingan ashal, dalam iisti ihsan ada 

pe irbandiingan antara satu daliil deingan daliil laiin yang di ianggap le ibiih 

kuat. Seidangkan dalam maslahah mursalah peirbandi ingan i itu tiidak 

ada, akan teitapii se imata- mata meili ihat keipada keimaslahatan umat.74 

Haki ikat darii mashlahah mursalah: 
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1) Iia i ialah suatu yang bai ik meinurut akal de ingan pe irtiimbangan 

dapat meiwujudkan keibaiikan atau meinghi indarkan keiburukan 

bagi i manusi ia; 

2) Apa yang bai ik me inurut akal dan seilaras pula de ingan tujuan 

syara' dalam meine itapkan hukum: 

3) Apa yang bai ik me inurut akal dan seilaras pula de ingan tujuan 

syara' te irse ibut ti idak ada peitunjuk syara' se icara khusus yang 

meinolaknya, juga ti idak ada peitunjuk syara' yang 

meingakui inya.75 

2. Syarat Maslahah Mursalah 

Syarat dalam meingamalkan maslahah mursalah harus meime inuhii 

be ibeirapa syarat seipe irtii yang di ikatakan oleih para ulama, diiantaranya 

se ibagai i be iriikut: 

1) Ke imaslahatan beirsi ifat umum. Artiinya, me ireialiisasi ikan 

ke imaslahatan untuk orang banyak, ji ika hanya ke imaslahatan 

be ibeirapa iindi ivi idu saja maka tiidak bole ih diijadiikan se ibagaii 

sumbe ir hukum. 

2) Ke imaslahatan harus beinar-be inar nyata dan bukan hanya 

andaiian. Seiorang mujtahiid harus yaki in bahwa keiti ika iia 

meimakaii konse ip iini i, dapat meilahiirkan ke imaslahatan untuk 

orang laiin, dan jiika masiih be irsi ifat andaiian maka tiidak biisa 

di ilaksanakan dan diiamalkan. 
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3) Pe ingalaman teirhadap konse ip keimaslahatan iinii tiidak boleih 

be irteintangan de ingan se ibuah hukum yang di ite itapkan 

be irdasarkan nash pastii atau iijma' yang juga di idasarkan ke ipada 

ke imaslahatan yang sudah pasti i.76 

Se iteilah meiliihat syarat-syarat darii maslahah mursalah yang te ilah dii 

paparkan diiatas maka, dapat kiita ambiil ke isi impulan bahwa tujuan darii 

pe ineili itiian i inii untuk me inge itahui i bagai imana peinge ilolaan keiuangan 

partaii poliiti ik apakah sudah transparan dan akuntabeil, kare ina uang 

teirse ibut beirsi ifat umum meirupakan miiliik be irsama. Syarat pe irtama darii 

maslahah mursalah iialah keimaslahatan harus be irsi ifat umum, maka 

syarat teirse ibut teirpe inuhii dalam peirmasalahan yang di iangkat dalam 

pe ineili itiian iini i. 

3. Jenis-Jenis Maslahah Mursalah 

Ke ikuatan maslahah dapat diiliihat darii se igi i tujuan syara' dalam 

meine itapkan hukum, yang be irkai itan se icara langsung atau tiidak 

langsung de ingan liima priinsi ip pokok bagi i ke ihiidupan manusiia yai itu 

agama, jiiwa, akal, keiturunan dan harta. Maslahah Mursalah teirbagi i 

dalam beibe irapa jeini is, yai itu: 

1) Di itiinjau darii seigi i ke ikuatannya se ibagai i hujjah dalam meine itapkan 

hukum, maslahah ada tiiga macam yai itu : 
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a) Maslahah Dharuriiyah (الضروريت المصلحت) i ialah keimaslahatan yang 

ke ibeiradaannya sangat di ibutuhkan oleih ke ihiidupan manusi ia artiinya 

ke ihiidupan manusiia tiidak punya artii apa-apa biila satu saja dan 

pri insi ip liima iitu ti idak ada. Seigala usaha yang se icara langsung 

meinjamiin atau meinuju pada keibe iradaan liima priinsi ip adalah baiik 

atau maslahah dalam tiingkat dharuri i. Kare ina iitu Allah 

meime iriintahkan manusiia meilakukan usaha bagi i pe ime inuhan 

ke ibutuhan pokok teirse ibut. Dalam hal iini i Allah meilarang murtad 

untuk meimeili ihara agama, meilarang meimbunuh untuk meimeili ihara 

jiiwa, me ilarang mi inum miinuman untuk me imeiliihara akal, meilarang 

be irzi ina untuk meimeiliihara keiturunan, dan meilarang meincurii untuk 

meime ilii hara jiiwa, meilarang miinum miinuman untuk meime iliihara 

akal, meilarang be irzi ina untuk meime iliihara ke iturunan, dan meilarang 

meincuri i untuk meimeiliihara harta.77 

b) Maslahah Haji iyah (الحاجيت المصلحت) i ialah ke imaslahatan yang ti ingkat 

ke ibutuhan hiidup manusiia keipadanya ti idak beirada pada tiingkat 

dharuri i. Be intuk ke imaslahatannya tiidak se icara langsung bagi i 

pe imeinuhan ke ibutuhan pokok yang li ima (dharuri i), teitapii se icara 

tiidak langsung me inuju ke iarah sana se ipeirti i dalam hal yang 

meimbe iriikan ke imudahan bagii pe ime inuhan ke ibutuhan hiidup 

manusiia. Maslahah hajiiyah juga ti idak teirpe inuhii dalam keihi idupan 

manusiia, tiidak sampaii se icara langsung meinye ibabkan rusaknya 
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liima unsur pokok teirse ibut, teitapii se icara tiidak langsung 

meingaki ibatkan peirusakan. Contoh maslahah hajiiyah i ialah 

meinuntut i ilmu agama untuk teigaknya agama, makan untuk 

ke ilangsungan hi idup, me ingasah otak untuk se impurnanya akal, 

meilakukan jual beilii untuk meindapatkan harta. Seimua iitu 

meirupakan peirbuatan baiik atau maslahah dalam tiingkat hajii. 

c) Maslahah Tahsiini iyah (التحسيليت المصلحت) iialah maslahah yang 

ke ibutuhan hiidup manusiia keipadanya tiidak sampaii tiingkat dharurii, 

juga ti idak sampaii tiingkat hajii, namun ke ibutuhan teirse ibut pe irlu 

di ipeinuhi i dalam rangka me imbeiri i ke ise impurnaan dan keii indahan bagi i 

hi idup manusiia. Maslahah dalam beintuk tahsi inii te irse ibut, juga 

beirkaiitan deingan liima keibutuhan pokok manusiia.  

Tiiga beintuk maslahah teirseibut, seicara beirurutan meinggambarkan 

tiingkat peiriingkat keikuatannya. Yang kuat adalah maslahah dharuriiyah, 

keimudiian diibawahnya adalah maslahah hajiiyah dan beiriikutnya maslahah 

tahsiiniiyah. Dharuriiyah yang liima iitu beirbeida juga tiingkat keikuatannya, 

yang seicara beirurutan adalah : agama, ji iwa, akal, keiturunan, dan harta. 

Pe irbe idaan tiingkat ke ikuatannya i ini i teirliihat biila teirjadii peirbe inturan 

ke ipeinti ingan antar seisamanya. Dalam hal iini i harus diidahulukan dharurii 

atas hajii dan di idahulukan hajii atas tahsiini i.78 

Be igi itu pula teirjadii pe imbeinturan antara se isama yang dharuri i te irse ibut, 

maka tiingkatan yang le ibi ih ti inggi i harus di idahulukan. Jiihad di i jalan Allah, 
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di isyaratkan untuk meineigakkan agama meiski ipun de ingan me ingurbankan 

jiiwa dan harta seibagai imana teirse ibut dalam fiirman Allah pada surat al-

Taubah (9): 41: 

 اَللِّ  سَبيِلِ  فيِ وَأنَْفسُِكُمْ  بأِمَْوَالِكُمْ  وَجَاهِدُوا 

Be irji ihadlah kamu deingan hartamu dan jiiwamu dalam jalan 

(meine igakkan) agama Allah.79 

2) Di itiinjau darii se igi i kandungannya maslahah ada 2 yai itu: 

a) Maslahah al-Ammah (العامت المصلحت), yai itu ke imaslahatan umum 

yang me inyangkut ke ipe intiingan orang banyak. Ke imaslahatan iini i 

tiidak me istii untuk ke ipe intiingan se imua orang, namun juga bi isa 

be irbeintuk ke ipeinti ingan mayori itas umat atau ke ibanyakan umat. 

b) Maslahah al-Khassah (الراصت لمصلحت), i ialah keimaslahatan 

pri ibadii dan iini i sangat jarang se ikalii,se ipeirtii ke imaslahatan yang 

be irkaiitan deingan pe imutusan hubungan pe irkawiinan se ise iorang 

yang di inyatakan hi ilang (maqfud).80 

3) Di itiinjau darii se igi i be irubah atau tiidaknya ada dua macam iialah: 

a) Maslahah al-Tsabiitah (الثابتت المصلحت), adalah keimaslahatan yang 

be irsi ifat teitap tiidak beirubah sampaii akhi ir zaman. miisalnya 

ke iwajiiban beiri ibadah, sholat, puasa, zakat dan laiinnya. 
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b) Maslahah al-Mutaghayyarah (المتغيرة المصلحت), yakni i 

ke imaslahatan yang be irubah-ubah se isuai i de ingan pe irubahan 

teimpat, waktu dan subjeik hukum.81 

4) Di itiinjau darii adanya ke ise irasi ian dan ke ise ijalanan anggapan bai ik ole ih 

akal iitu deingan tujuan syara', dalam meine itapkan hukum, diiti injau darii 

maksud usaha meincarii dan meine itapkan hukum, maslahah iitu di ise ibut 

juga de ingan munashi ib atau ke ise irasiian maslahah deingan tujuan 

hukum. Maslahah dalam artiian munashi ib iitu darii se igi i pe imbuat 

hukum (syari i')82 me impeirhatiikannya atau tiidak, maslahah teirbagii 

ke ipada tiiga je ini is, yai itu :  

a) Maslahah al-Mu'tabarah (المعتبرة المصلحت) yai itu maslahah yang 

di ipeirhi itungkan ole ih syari i. Maksudnya, ada peitunjuk darii syari i' 

baiik langsung maupun ti idak langsung, yang me imbe iriikan 

pe itunjukan pada adanya maslahah yang meinjadii alasan dalam 

meine itapkan hukum. Maslahah al-Mu'tabarah diibagi i me injadii 

dua yai itu, Munasi ib Mu'atstsi ir dan Munasi ib Mulaiim 

b) Maslahah al-Mulghah (الملغاة المصلحت) ataupun Maslahah yang 

di itolak yai itu, maslahah yang di ianggap baiik oleih akal, teitapii 

tiidak di ipeirhatiikan oleih syara' dan ada pe itunjuk syara' yang 

meinolaknya. Hal i inii be irartii akal meinganggapnya bai ik dan te ilah 

se ijalan deingan tujuan syara', namun t me ine itapkan hukum yang 

be irbeida de ingan apa oleih maslahah iitu. 
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c) Maslahah Mursalaat (المرسلت المصلحت) atau yang juga di ise ibut 

Iisti ishlah yai itu apa yang di ipandang bai ik oleih akal, se ijalan 

de ingan tujuan syara' me ine itapkan hukum, namun tiidak ada 

pe itunjuk syara' yang me impe irhiitungkannya dan ti idak ada pula 

pe itunjuk syara' yang me inolaknya. Jumhur ulama seipakat untuk 

meinggunakan maslahah mu'tabarah, seibagai imana juga meire ika 

se ipakat dalam meinolak maslahah mulghah. Me inggunakan 

meitode i maslahah mursalah dalam beiri ijtiihad iini i me injadii 

pe irbiincangan yang be irke ipanjangan dii kalangan ulama.83 

Ke isi impulan darii paparan diiatas, maka pe irmasalahan meinge inaii 

pe inge ilolaan keiuangan partaii poliiti ik bi ila diitiinjau darii klasiifi ikasii 

maslahah darii se igi i kuali itasnya maka me irupakan maslahah al- 

Tahsiini iah, darii seigi i be irubah atau tiidaknya maka meirupakan maslahah 

al-Mutaghayyarah kare ina maslahah iini i dapat beirubah-ubah se isuai i 

de ingan pe irubahan teimpat, waktu dan subjeik hukum. Tiidak hanya iitu 

saja biila darii se igi i kandungan maka meirupakan maslahah al-Ammah 

kareina meinyangkut ke ipeinti ingan orang banyak, dari i se igi i pe imbuat 

hukum maka meirupakan maslahah mursalah. 

4. Legalitas Maslahah Mursalah 

Mayori itas ulama meimandang bahwa maslahah mursalah 

meirupakan Hujjah yang harus di ilaksanakan dan meirupakan salah satu 
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sumbe ir dalam meineitapkan hukum syar'i i, de ingan daliil dan argumeintasii 

se ibagai i be iriikut"84: 

1) Hadi is yang me inyatakan peingakuan Nabi i teirhadap Muadz bi in 

Jabal untuk beiriijtiihad deingan pe indapatnya se indi iri i keitiika 

di iutus Yaman. Rasulullah beirtanya ke ipadanya, "bagai imana 

kamu meimutuskan masalah yang di isampaiikan ke ipadamu?". 

Muadz me injawab, "saya akan meimutuskannya de ingan ki itab 

Allah". "Ji ika kamu ti idak meine imukan dalam kiitab Allah?", 

"saya akan me imutuskannya de ingan sunnah Rasulullah". "Ji ika 

kamu tiidak meineimukan dalam sunnah Rasullah?". "Saya akan 

be iriijtiihad deingan pe indapatku seindiiri i dan saya akan 

be irsungguh-sungguh". Rasulullah beirsabda, Seigala pujii bagii 

Allah yang teilah me imbe iri i pe itunjuk keipada utusan Rasulullah 

de ingan se isuatu yang meimbuat ri idha Allah dan Rasul-Nya. 

Bagi inda Rasulullah meinye itujuii i ijtiihadnya Muadz dan i ijti ihad 

de ingan pe indapat priibadii i ini i tiidak hanya meinyamakan antara 

dua pe irkara yang me imi iliiki i ke imiiri ipan saja, teitapii juga 

teirmasuk me ingapli ikasiikan kaiidah-kai idah syari iat i islam dan 

meimanfaatkan maqasiid (tujuan-tujuan) syari iat yang masi ih 

umum untuk meiwujudkan maslahat bagi i hamba, baiik 

meimbawa manfaat atau meinolak mudarat. Iiniilah yang 

di inamakan maslahah mursalah, dan deingan de imi iki ian maka 
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se ipadanlah makna maslahah mursalah deingan hi ikmah syari iat 

Iislam."85 

2) Para sahabat juga meingamalkan konse ip maslahah mursalah 

dalam meineitapkan hukum tanpa adanya yang me ingi ingkari inya, 

se ipe irtii peingumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar dan 

Utsman, dan peindapat Ali i teintang asuransi i bagi i para peikeirja. 

Jadii, meireika se ipakat meingamalkannya dan meinganggapnya 

daliil dalam meineintukan hukum syar'i i."86 

3) Ke imaslahatan manusiia tiidak beirhe inti i pada batas-batas 

teirte intu. iia akan beirke imbang se ijalan deingan pe irke imbangan 

zaman, waktu dan teimpat. Meimbatasii maslahat sama artiinya 

de ingan meinje irumuskan manusiia dalam jurang ke isuliitan dan 

ke ise impiitan, dan sudah teintu iini i be irteintangan de ingan ni ilai i-

ni ilaii syari iat yang di ike inal peinuh de ingan toleiransi i, mudah, dan 

cocok untuk seitiiap waktu dan teimpat. Ole ih se ibab iitu, se ibuah 

ke imaslahatan baru yang se ibe ilumnya ti idak ada, juga harus 

di iakuii keibe iradaannya yang di idi iamkan dan tiidak diibeiri itahu 

oleih Allah."87 

5. Relevansi Maslahah Mursalah di Masa Kini dan Mendatang 

Pada masa meindatang pe irmasalahan ke ihiidupan manusiia akan 

se imakiin ceipat beirkeimbang dan se imakiin kompleiks. Pe irmasalahan iitu 
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harus diihadapii umat Iislam yang meinuntut adanya jawaban 

pe inye ile isaiiannya darii se igi i hukum. Se imua peirsoalan teirse ibut, tiidak 

akan dapat diihadapii kalau hanya se imata meingandalkan peindeikatan 

de ingan cara atau meitodei lama (konveinsi ional) yang di igunakan ulama 

teirdahulu. 

Ki ita se ibagai i umat pada zaman se ikarang akan me inghadapii 

ke isuliitan meineimukan daliil nash atau peitunjuk syara' untuk 

meindudukkan hukum dari i kasus (pe irmasalahan) yang muncul. Untuk 

kasus te irteintu ke imungki inan ki ita akan ke isuliitan untuk me inggunakan 

meitode i qi iyas dalam meine itapkan hukumnya, kare ina tiidak dapat 

di iteimukan padanannya dalam nash (Al-Qur'an dan Sunah) atau iijma' 

ulama, seibab jarak waktunya sudah beigi itu jauh. Seilaiin i itu, mungkiin 

ada beibe irapa peirsyaratan qiiyas yang suliit teirpe inuhi i. Pada kondiisi i 

de imiiki ian, kiita akan beirhadapan deingan be ibe irapa kasus (masalah) yang 

se icara rasiional ('aqli iyah) dapat diini ilaii baiik buruknya untuk 

meine itapkan hukumnya, te itapii ti idak (suliit) me ineimukan dukungan 

hukumnya darii nash. Upaya untuk meincarii solusi i agar se iluruh tiindak 

tanduk Iislam dapat diiteimpatkan dalam tatanan hukum agama, 

maslahah mursalah iitu dapat diijadiikan salah satu alteirnatiif se ibagai i 

dasar dalam beiriijtiihad. Be irtujuan untuk meinge ili imi inasii (meingurangi i) 

atau meinghi ilangkan ke ikhawatiiran akan teirge ili inci ir 77/178 se imaunya 
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dan seike ihe indak nafsu, maka dalam beiri ijtiihad deingan me inggunakan 

maslahah mursalah iitu se ibaiiknya di ilakukan se icara beirsama-sama."88 
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71 
 

BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Shadow State dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia 

Prakteik Shadow Statei dii peimeiriintahan daeirah muncul kareina adanya 

keibiijakan deiseintraliisasii dan otonomii daeirah. Diiteitapkannya keibiijakan 

Deiseintraliisasii dan otonomii daeirah, yang diileigalkan deingan diikeiluarkannya 

UU No. 23 Tahun 2014, daeirah meinjadii teimpat baru untuk meinjalankan 

seirangkaiian keigiiatan poliitiik dii tiingkat lokal. Deingan beigiitu, tiimbullah 

keiweinangan-keiweinangan yang dapat diiseileinggarakan deingan beibas oleih 

daeirah. Salah satu keiweinangan yang diimiiliikii oleih daeirah adalah meimiiliih 

keipala daeirah meilaluii proseis Peimiiliihan Keipala Daeirah atau yang biiasa 

diisiingkat meinjadii Piilkada. Seibagaii hasiil darii peimiiliihan keipala daeirah 

langsung, peimeiriintah daeirah dapat meimpeirkuat leigiitiimasii keiputusan dan 

keibiijakan peimeiriintah daeirah seihiingga peimeiriintah pusat tiidak biisa seiweinang-

weinang meimbatalkannya. 

Peiraturan peinyeileinggaraan peimeiriintahan daeirah yang dii atur dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 iinii diisahkan oleih Preisiidein Iindoneisiia 

Susiilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Seipteimbeir 2014 dan 

diiundangkan pada tanggal 2 Oktobeir 2014.  Deingan lahiirnya Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 yang awalnya meirupakan Rancangan Undang-Undang 

(RUU) darii Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Deingan diiundangkannya 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 reismii diicabut dan diinyatakan tiidak beirlaku lagii. 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teilah meiliimpahkan keikuasaan 

baiik seicara poliitiik maupun seicara admiiniistratiif keipada daeirah untuk 

meinyeileinggaran keiweinangan seisuaii deingan prakarsa dan iiniisiiatiif masyarakat 

diidaeirah seilaiin 6 (einam) keiweinangan yang masiih meinjadii keiweinangan 

peimeiriintah pusat antara laiin poliitiik luar neigeirii, moneiteir dan fiiscal nasiional, 

agama, peirtahanan, keiamanan, dan yudiisiial. Peiliimpahan keiweinangan iitulah 

yang kiita namakan deingan “otonomii daeirah”. Peiliimpahan iitu seicara otomatiis 

juga meimiindahkan fokus poliitiik kei daeirah kareina pusat keikuasaan tiidak 

hanya diimonopolii oleih peimeiriintah pusat seipeirtii dii eira seintraliisasii namun 

teilah teirdiistriibusii kei daeirah. 

Dalam peinyeileinggaran Peimeiriintahan Daeirah dii Iindoneisiia teirdapat 

beibeirapa daeirah yang teiriindiikasii adanya prakteik shadow statei, salah satunya 

yaiitu peimeiriintahan Kota Teigal pada Peiriiodei keipeimiimpiinan SM-NS. Siikap 

seiweinang-weinang darii waliikota teirseibut diipeirliihatkan oleih SM seiteilah 

meinjadii waliikota teirpiiliih. AM seibagaii fiigur yang teirliibat dalam feinomeina 

shadow statei yang teirjadii dii Kota Teigal meirupakan Keitua Tiim Peimeinangan 

darii Partaii Golkar seibagaii partaii peingusung SM-NS dalam Piilkada Kota Teigal 

Tahun 2013. AM seibagaii fiigur yang teirliibat kuat dalam prakteik shadow statei 

dalam peimeiriintahan dii Kota Teigal meimaiinkan peiran dalam meimpeingaruhii 

keibiijakan yang heindak diiteitapkan dan diijalankan.
89

 AM juga seiriing beirlagak 

layaknya waliikota. Beiliiau seiriing meimbeirii peiriintah keipada SKPD dan seiriing 

meimiimpiin rapat antar SKPD maupun briieifiing atau koordiinasii antar SKPD 
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yang diiadakan rutiin seitiiap harii seiniin. Leibiih darii iitu, AM juga diikeitahuii 

meimiiliikii ruangan teirseindiirii dii Rumah Diinas Waliikota Teigal. Ruangan 

teirseibut diideisaiin khusus agar beirseibeilahan deingan ruang keirja waliikota.
90

  

Seilaiin iitu, munculnya prakteik shadow statei dii Bantein dapat diijadiikan 

contoh kasus shadow statei dii Iindoneisiia. Salah satu yang muncul adalah 

tumpang tiindiihnya antara peimeiriintahan formal dan iinformal dii kancah lokal. 

Dii Bantein, salah satu proviinsii hasiil peimeikaran peirtama pasca Ordei Baru, 

muncul peingaturan yang meiliibatkan aktor non-neigara dalam peingambiilan 

keibiijakan publiik. Output darii keibiijakan teirseibut beirmuara pada peilayanan 

publiik yang hanya meinguntungkan seigeiliintiir eiliit. Eiliit masyarakat iinii justru 

leibiih banyak meingiinteirveinsii aneika keibiijakan publiik untuk keipeintiingannya 

seindiirii. Meireika meingeimbangkan meikaniismei jariingan iinformal antara statei 

actor dan non-statei actor untuk meingeiruk sumbeir daya eikonomii dan poliitiik 

neigara. Kaburnya peingaturan-peingaturan formal dan iinformal seirta aktor non-

neigara yang meingiinteirveinsii proseis keibiijakan publiik untuk diirii meireika 

seindiirii, hal iinii diiseibut deingan shadow statei. Seilaiin iitu, praktiik shadow statei 

sudah teirjadii dii wiilayah Bantein, diimana Gubeirnur Bantein, RAC beiseirta 

keiluarganya meinguasaii banyak jabatan poliitiik eikseikutiif maupun leigiislatiif, 

baiik dii tiingkat pusat, Proviinsii maupun dii wiilayah Kabupatein/Kota.
91

 

Di Provinsi Bengkulu, yang memiliki otoritas informal atau aktor dari 

shadow state adalah staf khusus Gubernur, walaupun keberadaan staf khusus 
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ini merupakan lembaga yang berstatus informal dalam pemerintahan, namun 

mereka memiliki peran yang sangat kuat dalam menentukan dan 

penyelenggaraan pemerintah daerah. Mereka tidak hanya memberikan saran 

kepada Gubernur tapi juga mengelola implementasi kebijakan misalnya 

promosi dan penunjukan pejabat pemerintah daerah dan juga distribusi 

proyek–proyek daerah lebih banyak dibahas, didiskusikan, dan dimatangkan 

di lembaga staf khusus dari pada di lembaga resmi.
92

 

Salah satu diantara kasus dari aktor shadow state dalam mempengaruhi 

kebijakan pemerintah daerah adalah relasi antara bisnis dan politik pada 

periode pasca Pilkada di Bengkulu yaitu “Penambangan Pasir Besi”. Adanya 

intervensi dari Gubernur terpilih yang meminta Kejaksaan Tinggi untuk 

menangguhkan penyelidikan kasus PT.FN melalui surat permintaan 

penangguhan penyelidikan (SP3) berlawanan dengan Mentri Kehutanan yang 

telah mengeluarkan keputusan penghentian produksi perusahaan dan meminta 

kasus ini disidangkan. Sikap Gubernur melakukan itu dalam rangka untuk 

memenuhi janjinya dalam kampanye yaitu untuk mewujudkan pembangunan 

ekonomi Bengkulu dalam kurun waktu 2,5 tahun. Untuk mencapai target itu 

maka Gubernur sangat memerlukan dukungan dari investor swasta termasuk 

dukungan dari pemilik PT.FN. Dalam kasus ini terjadi pro dan kontra namun 

yang menarik adalah pronya Gubernur terhadap PT.FN. Dari kasus di atas, 

dapat dilihat bahwa adanya indikasi sebagai politik balas jasa Gubernur 

kepada masyarakat Seluma. Dan juga terdapat indikasi yang sangat kuat 
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bahwa pemilik PT. FN memberikan kontribusi sebagai sponsor dalam proses 

pemilihan Gubernur berlansung.
93

 

Pada provinsi Jambi, Aktor shadow state di Provinsi Jambi yang 

memiliki pengaruh sangat kuat dan memiliki otoritas informal baik secara 

langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan dan 

penyelenggaraan pemerintahan di Jambi adalah HR. HR memiliki hubungan 

keluarga yang sangat dekat dengan Gubernur dan juga sebagai pengusaha. 

Siapa saja yang ingin menjadi kepala dinas di Jambi terlebih dahulu mereka 

harus mendapatkan restu dan tiket dari HR. Disamping itu HR juga berperan 

sebagai intermediate actor antara para pengusaha dengan Gubernur dan Ketua 

DPRD. Ia tidak saja mewakili dua petinggi pemerintahan dalam bernegosiasi 

dengan pihak pengusaha, tetapi juga berperan dalam menyaring para 

pengusaha yang akan berkompetisi untuk mendapatkan proyek-proyek 

pemerintah daerah.
94

 

Sebagai contoh peran dan permainan HR adalah proyek pembangunan 

lokasi wisata “Water Boom‟. Walaupun pembangunan Water Boom bukan 

merupakan kebutuhan masyarakat, Gubernur dan Ketua DPRD memaksakan 

kehendaknya untuk membangunnya. Proyek ini akan dibangun di atas 33 Ha 

dengan biaya Rp. 121,7 Milliar dan semua anggaran pembangunan proyek ini 

dari dana APBD Provinsi Jambi. Dari sinilah ditemukan adanya indikasi 

keterkaitan antara proyek pembangunan wisata Water Boom dengan Pilkada. 
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Dalam pembangunan proyek ini ada tiga orang yang berperan penting yaitu 

Gubernur, ketua DPRD, dan Sudiro Lesmana (PT. Kerya Restu). Gubernur 

dan Kepala DPRD bersikukuh proyek pembangunan ini karena ada indikasi 

pengusaha Sudiro Lesmana mesponsori ketika Pilkada berlangsung dan 

proyek pembangunan Wisata Woter Boom ini adalah sebagai konpensasinya 

kepada Sudiro Lesmana disamping juga ada kepentignan pribadi Gubernur 

dan ketua DPRD.
95

 

Pada provinsi Kalimantan Tengah, Fenomena masuknya para 

pengusaha dalam jejaring tim sukses para kandidat demi menciptakan peluang 

di masa datang ketika calon dukungannya menang dan menjadi raja di daerah 

tidak bisa dipungkiri. Selain itu ditemukan juga ada indikasi media dan 

institusi agama, dijadikan sebagai kepentingan politik oleh pasangan calon 

tertentu. Bahkan di salah satu Gereja disaat menjalani prosesi ibadah, melalui 

khotbah-khotbah para pemimpin agama memimpin doa jamaahnya agar 

pasangan calon yang mereka dukung dapat memperoleh kemenangan dalam 

pilkada. Terakhir, pemilukada Kalteng diindikasi melibatkan birokrasi dalam 

prosesnya.
96

 

Para investor politik tersebut menanamkan modalnya pada saat 

pemilukada untuk menciptakan peluang di masa datang ketika calon 

dukungannya menang dan menjadi raja di daerah. Pemilukada Kalteng juga 

melibatkan birokrasi dalam prosesnya, dalam beberapa tahapan, yaitu: (1) 

melalui investasi uang pada saat sosialisasi kandidat maupun pada saat 
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kampanye berlangsung. Investasi uang bukan dalam bentuk uang cash, 

melainkan dengan cara menyumbangkan pembelian baju, topi, baliho dan 

spanduk. Kwitansi pembelian dan pemasangan beberapa alat sosialisasi 

tersebut nantinya akan disodorkan kepada kandidat yang dukung sebagai bukti 

dukungan. (2) turut membuat pernyataan dukungan kepada salah satu kandidat 

baik secara tertutup maupun terbuka dengan menggunakan media massa atas 

nama suatu organisasi (ormas) tertentu di mana pejabat birokrasi itu 

berafiliansi. (3) menyelenggarakan kegiatan atau acara tertentu secara dengan 

mengundang salah satu kandidat untuk membuka atau menutup acara. Dan (4) 

menyumbangkan karangan bunga dan ucapan duka cita kepada warga yang 

meninggal dunia atas nama salah satu kandidat, yang disponsori oleh beberapa 

pejabat birokrasi baik provinsi maupun kabupaten. Ada banyak motivasi serta 

kepentingan yang hendak dicapai dibalik gaya investasi semacam itu, tetapi 

yang jelas imbalan jabatan dalam tubuh birokrasi adalah motif yang tidak 

dapat dipungkiri.
97

 

Teirkaiit peiraturan peinyeileinggaraan peimeiriintahan daeirah iinii dii atur 

dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang iinii adalah 

undang-undang yang meingatur keiweinangan peimeiriintah daeirah meinurut asas 

otonomii dan tugas peimbantuan deingan priinsiip otonomii seiluas-luasnya seisuaii 

dalam siisteim Neigara Keisatuan Reipubliik Iindoneisiia. Pasal 1 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 beirbunyii: “(2) Pe imeiriintahan Daeirah adalah 

peinyeileinggaran urusan peimeiriintahan oleih peimeiriintah daeirah dan deiwan 
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peirwakiilan rakyat daeirah meinurut asas otonomii dan tugas peimbantuan 

deingan priinsiip otonomii seiluas-luasnya dalam siisteim dan priinsiip Neigara 

Keisatuan Reipubliik Iindoneisiia seibagaiimana diimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Neigara Reipubliik Iindoneisiia Tahun 1945”. Dalam hal iinii 

peinyeileinggaraan peimeiriintahan daeirah dii Neigara Keisatuan Reipubliik Iindoneisiia 

diigunakan atau diibeirlakukan priinsiip otonomii daeirah yang seiluasluasya seirta 

otonomii nyata dan beirtanggungjawab. Priinsiip otonomii seiluas-luasnya 

diimaksudkan bahwa daeirah diibeiriikan keiweinangan meingurus dan meingatur 

seimua urusan peimeiriintahan diiluar yang meinjadii urusan peimeiriintah pusat. 

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang 

untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas 

Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. 

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui 

otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan 

mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan 

keanekaragaman.
98

 

Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian 

otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan 
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prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada 

pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan 

pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada 

Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan 

tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada 

negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. 

Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah 

merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah 

terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, 

dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat 

lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara 

keseluruhan.
99

 

Namun, adanya shadow statei meirupakan beintuk darii peinyalahgunaan 

keiweinangan yang diibeiriikan keipada peimeiriintah daeirah diimana prakteik 

teirseibut dapat meimbeiriikan dampak yang tiidak baiik atas prakteik 

keipeimiimpiinan yang diibareingii deingan tiindakan-tiindakan yang 

meinguntungkan diiriinya seindiirii dan keilompoknya. Seihubungan deingan hal 

teirseibut teirmuat dalam reigulasii Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

teintang admiiniistrasii Neigara Pasal 17 dan 18. Adapun Pasal 17 dan pasal 18 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 teintang Admiiniistrasii Neigara, yang 

beirbunyii:  

Pasal 17 
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(1) Badan dan/atau Peijabat Peimeiriintahan diilarang meinyalahgunakan 

Weiweinang. 

(2) Larangan peinyalahgunaan Weiweinang seibagaiimana diimaksud 

pada ayat (1) meiliiputii: 

1. larangan meilampauii Weiweinang; 

2. larangan meincampuradukkan Weiweinang; dan/atau 

3. larangan beirtiindak seiweinang-weinang. 

Pasal 18 

(1) Badan dan/atau Peijabat Peimeiriintahan diikateigoriikan meilampauii 

Weiweinang seibagaiimana diimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a 

apabiila Keiputusan dan/atau Tiindakan yang diilakukan: 

a. meilampauii masa jabatan atau batas waktu beirlakunya 

Weiweinang;  

b. meilampauii batas wiilayah beirlakunya Weiweinang; 

dan/atau c. beirteintangan deingan keiteintuan peiraturan 

peirundang-undangan.  

(2) Badan dan/atau Peijabat Peimeiriintahan diikateigoriikan 

meincampuradukkan Weiweinang seibagaiimana  diimaksud  dalam  

Pasal  17 ayat (2) huruf b apabiila Keiputusan dan/atau Tiindakan 

yang diilakukan: 

a. dii luar cakupan biidang atau mateirii Weiweinang yang 

diibeiriikan; dan/atau 

b. beirteintangan deingan tujuan Weiweinang yang diibeiriikan. 

(3) Badan dan/atau Peijabat Peimeiriintahan diikateigoriikan beirtiindak 

seiweinang-weinang seibagaiimana diimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) 

huruf c apabiila Keiputusan dan/atau Tiindakanyang diilakukan: 

a. tanpa dasar Keiweinangan; dan/atau 

b. beirteintangan deingan Putusan Peingadiilan yang beirkeikuatan 

hukum teitap. 
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Beirdasarkan bunyii pasal 17 yang teilah diikeimukakan diiatas dapat 

diitafsiirkan bahwa peijabat peimeiriintah diilarang meilakukan peinyalahgunaan 

weiweinang. Peinyeilahgunaan weiweinang teirseibut meiliiputii meilampauii 

weiweinang, meincampuradukkan weiweinang dan larangan beirtiindak seiweinang-

weinang. Jiika diianaliisiis leibiih meindalam dalam kaiitanya deingan shadow statei 

yang teirjadii dii Iindoneisiia dapat diisimpulkan bahwa peinyalahgunaan 

weiweinang masiih seiriing diilakukan oleih peijabat publiik diimana meireika tiidak 

seigan meinjaurkan shadow statei agar keipeintiingan priibadii dan keilompoknya 

teirpeinuhii tanpa meimpeirhiitungkan dampak buruk yang teirjadii dalam shadow 

statei teirseibut.  

Masa transiisii deimokrasii meirupakan teimpat paliing nyaman keitiika 

seiseiorang meinjabat, leigiitiimasii masyarakat diigunakan untuk meimpeirmudah 

ruang geirak domiinasii poliitiik oleih golongan yang meimiiliikii keipeintiingan.
100

 

Hal iiniilah yang meindasarii peilampauan keiweinangan yang diilakukan oleih 

peijabat publiik guna meimeinuhii seigala keipeintiingan priibadii dan ambiisiinya. 

Peimeiriintahan Bayangan biiasanya akan hadiir, tumbuh dan beirkeimbang tatkala 

teirjadii peilapukan fungsii pada iinstiitusii peimeiriintahan formal. peinyeibabnya 

antara laiin kareina para eiliit peinyeileinggara peimeiriintah formal meingalamii 

keitiidakbeirdayaan dalam beirhadapan deingan keikuatan-keikatan sosiial, eikonomii 

dan poliitiik yang domiinan beirada diiluar struktur peimeiriintahan formal. 

konseikueinsii adanya praktiik shadow statei iialah peinyeileinggaraan peimeiriintahan 
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akan leibiih banyak diikeindaliikan oleih otoriitas diiluar struktur peimeiriintahan 

dariipada otoriitas formal dalam struktur peimeiriintahan.  

Kandungan yang teirmuat dalam pasal 18 seicara riingkas dapat 

diireipreiseintasiikan diimana peinyalahgunaan weiweinang diiluar cakupan biidang 

atau mateirii Weiweinang yang diibeiriikan atau meilampauii batas wiilayah 

beirlakunya Weiweinang; dan/atau beirteintangan deingan keiteintuan peiraturan 

peirundang-undangan. Shadow statei meimbeiriikan gambaran seicara nyata 

bahwa dalam prakteiknya piimpiinan formal meiliibatkan seiseiorang diiluar 

peimeiriintah formal untuk turut seirta dalam tatanan peimeiriintah formal.  

konseikueinsii adanya praktiik shadow statei iialah peinyeileinggaraan peimeiriintahan 

akan leibiih banyak diikeindaliikan oleih orotiitas diiluar struktur peimeiriintahan 

dariipada otoriitas formal dalam struktur peimeiriintahan.
101

 

Peilapukan fungsii darii iinstiitusii formal neigara beirsamaan deingan kriisiis 

eikonomii yang seiriius plus adanya teikanan darii leimbaga iinteirnasiional untuk 

meilakukan reiformasii teilah meindorong para peinyeileinggara neigara untuk 

meimbangun aliiansii deingan eileimein eileimein dalam masyarakat utamanya para 

peing usaha guna meindapatkan keiuntungan eikonomii dan poliitiik jangka peindeik 

meilaluii meikaniismei iinformal markeit. 

Dii antara modus opeirandii darii praktiik iinformal markeit teirseibut adalah 

para peinyeileinggara neigara meingundang para iinveistor nasiional dan asiing 

untuk beirgabung dalam jariingan shadow statei yang diibangun dan seibagaii 

iimbalannya para peingusaha teirseibut diibeirii peirliindungan deingan 
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meinggunakan otoriitas formal yang dii miiliikii oleih para peijabat neigara.
102

 Dii 

siinii jeilas teirliihat bahwa antara peinguasa dan peingusaha teilah teirjadii transaksii 

eikonomii dan poliitiik tanpa harus meilaluii iinstiitusii formal neigara atau yang 

diiseibut poliitiiciians and a feiw busiineiss mein wiithout statei offiicei eixeirciisiing 

siigniifiicant poliitiical authoriity through priivatei control of reisourceis.  

Teirdapat eimpat karakteiriistiik umum darii praktiik iinformal markeit dan 

shadow statei. Peirtama hadiir seibagaii akiibat darii teirjadiinya peilapukan fungsii 

darii iinstiitusii formal Neigara. Keidua akumulasii keiuntungan eikonomii dan 

poliitiik jangka peindeik (shortteirm poliitiical and eiconomiic beineifiits) dii luar 

biingkaii reigulasii formal. Keitiiga meikaniismei keirja dapat diibeidakan dalam tiiga 

jeiniis yaiitu meimaniipulasii keibiijakan publiik, jariingan aliiansii antar-peirsonal 

(iindiiviidual alliianceis), dan aliiansii antar-leimbaga (iinstiitutiional alliianceis). 

Keieimpat aktor yang teirliibat adalah para peinyeileinggara neigara (statei actors) 

dan aktor aktor dalam masyarakat (sociieital actors) miisalnya para peingusaha, 

poliitiisii partaii poliitiik, bahkan keilompok criimiinal.
103

 Dalam kasus teirteintu, 

shadow statei iinii beinar-beinar murnii non-aktor peimeiriintah, yang beirhasiil 

meingontrol seicara peinuh keipala daeirah maupun wakiil keipala daeirahnya. 

Teitapii apapun beintuk aliiansiinya, meireika, seikalii lagii: meingeindaliikan, bukan 

hanya meimpeingaruhii. Dii bawah kontrol shadow statei iiniilah peireincanaan 

proyeik diiputuskan; jeiniis proyeik, beisaran anggaran, dan bahkan reikanan 

peimda mana yang akan meingeirjakan proyeik iinii; yang biiasanya juga sudah 
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diiarahkan seideimiikiian rupa. Seihiingga proseis leilang proyeik hanyalah seikeidar 

meimeinuhii keiteintuan leigal-proseidural beilaka. 

Shadow statei iinii lahiir darii siituasii diimana teirjadii peilapukan fungsii pada 

iinstiitusii peimeiriintah formal. Peinyeibab utama peilapukan iinii diiantaranya adalah 

keitiidakmampuan atau keitiidakbeirdayaan peimeiriintah formal meinghadapii 

teikanan keikuatan-keikuatan yang beirada dii luar struktur peimeiriintahan. Dalam 

konteiks piilkada langsung, jiika diirunut teirus kei hulu peirsoalan, geijala 

keitidakmampuan aparatur peimeiriintahan iinii, lagii-lagii muasalnya adalah 

transaksii-transaksii yang teirjadii antara kandiidat keipala daeirah/wakiil keipala 

daeirah deingan para bandar peimodal pada tahapan proseis kandiidasii. Transaksii 

mana meilahiirkan keiseipakatan dii bawah tangan bahwa jiika sang kandiidat 

keimudiian teirpiiliih maka, suka atau tiidak suka, iia harus meinyiiapkan seijumlah 

konseisii fasiiliitas keibiijakan, proyeik keipada sii peinyandang dana. 

Seicara gamblang Harriis wgiitei meingambarkan bahwa:  

“Somei eileimeints of thei shadow statei arei playeid siimultaneiously by reial 

statei playeirs, ei.g. Corrupt liineis of triibutei, patronagei/cliieinteilagei.  Otheir 

shadow statei liiveiliihoods arei a form of seilf eimploymeint, though theiy deipeind 

on statei eimployeieis, poliitiiciians and otheir iinteireisteid sociial forceis for theiiir 

iincomeis ei.g. priivatei armiieis einforciing black or corrupt contracts, 

iinteirmeidiiariieis, teichniical fiixeirs, gateikeieipeirs, adjudiicators of diisputeis, 

confiidants, consultants, and chorei peirformeirs. Heincei thei reial statei wiith iits 

shadow iis biiggeir than thei formal statei and has a veisteid iinteireist iin thei 

peirpeituatiion of a striickein and porous statei. Thei shadow statei spiills spatiially 

iinto thei laneis surroundiing offiiceis and iinto thei priivatei (somei arguei thei 

„feimalei‟) dome istiic spacei of an offiiciial‟s re isiideincei. Thiis must bei thei most viiviid 

iimagei of thei blurreid boundariieis beitweiein statei and sociieity.
104

 

Seicara riingkas dapat diiartiikan bahwa beibeirapa eileimein darii keiadaan 

bayangan diimaiinkan seicara beirsamaan oleih peimaiin keiadaan nyata. Salah satu 
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contohnya adalah Jalur upeitii, patronasei atau kliiein yang korup. Mata 

peincahariian bayangan neigara laiinnya adalah beintuk wiirausaha, meiskiipun 

meireika beirgantung pada peigawaii neigeirii, poliitiisii, dan keikuatan sosiial laiin 

yang beirkeipeintiingan untuk peindapatan meireika. Salah satu nya teintara swasta 

meineigakkan kontrak hiitam atau korup, peirantara, peimeicah masalah teikniis, 

peinjaga geirbang, jurii peirseiliisiihan, orang keipeircayaan, konsultan, dan 

peilaksana tugas. Oleih kareina iitu, neigara deingan bayangannya leibiih beisar 

dariipada neigara formal dan meimiiliikii keipeintiingan dalam peileistariian neigara 

yang teirpukul dan keiropos. Neigara bayangan meinyeibar seicara spasiial kei 

jalur-jalur yang meingeiliiliingii kantor-kantor dan kei ruang domeistiik priibadii 

(beibeirapa beirpeindapat seibagaii „pe ireimpuan‟) dari i keidiiaman peijabat. Iinii harus 

meinjadii gambaran yang paliing jeilas teintang batas-batas kabur antara neigara 

dan masyarakat. 

B. Shadow State dalam Pemerintahan Daerah Perspektif Maslahah 

Mursalah 

Fe inome ina hubungan Patron-Kli ie in muncul di iawalii deingan hubungan 

patronasei. Hubungan patronase i adalah hubungan pri ibadi i yang pe inuh 

e imosiional antara orang yang me ingabdi i dan meingabdi i. Pola hubungan dalam 

konteiks i ini i adalah iindiivi idu; antara dua iindi ivi idu; Arti inya, patron dan kliiein, 

i inteiraksi i tiimbal baliik teirjadii deingan pe irtukaran sumbeir daya (e ixchangei of 

re isource is) yang di imi iliiki i masiing-masi ing pi ihak. Patron meimi iliiki i sumbeir daya 

be irupa keikuasaan, keidudukan atau keidudukan, peirli indungan, pe irhatiian dan 

kasi ih sayang dan tiidak jarang juga beirupa sumbeir daya mateiriial (keikayaan 
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harta beinda, tanah subur dan uang). Se idangkan kliie in meimiiliiki i sumbeir daya 

be irupa eine irgi i, dukungan dan loyali itas. Hubungan me ilayani i dan me ilayani i juga 

teilah diiusahakan oleih be irbagai i faktor keite iriikatan seipe irtii atasan dan bawahan, 

ke ise itiiaan yang sama ke ipada piihak yang sama atau atas dasar hal laiin se ipe irtii 

suku dan keiturunan seihi ingga meimpe ireirat hubungan Patron-Kli ie in dii 

liingkungan pe ime iri intah. 

Ne igara bayangan di ikuasaii oleih gabungan peijabat / biirokrat dan aktor 

non-ne igara yang ti idak me imiiliiki i posi isi i formal, teitapii me imiiliiki i keite irkaiitan 

langsung dan te irkaiit eirat deingan e ili it otoriitas ne igara. Me ireika meinge ilola urusan 

pe imeiri intahan dan meingontrol poli itiik ne igara di i be ilakang layar dan 

be irlangsung se icara iinformal. Aktor non-ne igara se iri ingkali i meimanfaatkan biisa 

juga me inyalahgunakan ke iwe inangan dan ke iwe inangan stake iholdeirs yang 

meinduduki i jabatan peijabat dalam struktur peimeiri intahan neigara De ingan 

de imiiki ian, tiidak diiragukan lagi i bahwa shadow statei yang be irtumpu pada 

patronasei sangat mudah teirjeirumus ke i dalam praktiik korupsi i.   

Me injamurnya prakte ik shadow state i di i li ingkup pe ime iri intah daeirah jiika 

di ianaliisi is me inggunakan pe irspe ikti if Maslahah Munsalah maka dapat diianaliisi is 

se ibagai i be iriikut:  

Maslahah beirartii se ibab, cara atau tujuan yang bai ik. Maslahah dapat 

juga diikatakan seibagaii suatu peirmasalahan atau bagiian darii suatu urusan yang 

meinghasi ilkan ke ibaiikan atau seisuatu untuk ke ibaiikan. Be intuk jamaknya adalah 

masâliih dan biiasanya kata teirse ibut diibe idakan seicara diikotomiis-antagoni isti ik 

de ingan kata mafsadah (jamaknya mafsadât), yang be irartii buruk atau rusak, 
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dan teirkadang di ilawankan deingan kata sayyi ì ah (ke iburukan). Ke ibe iradaan 

shodow statei se ibagai i aktor bayangan pe imeiri intah formal hadiir se ibagai i beintuk 

tawaran dalam me injalankan roda peimeiri intahan yang sarat akan ke ipe intiingan. 

Namun, feinomeina iini i seilalu iide intiik deingan prakteik korupsi i dan 

pe inyalahgunaan weiwe inang di imana hal teirsbe iut dapat teirjadii ke itiika piihak 

pe imeiri intahan formal me imbutuhkan sosok bayangan yang mampu 

meimpe irmudah seigala urusan peime iriintahan. Hal i inii te intu saja tiidak seijalan 

de ingan tujuan darii seibuah maslahah yai itu meincapaii tujuan yang bai ik.  

Maslahah mursalah yai itu keimaslahatan yang be ilum diiakomodiir dalam 

dalam nash dan iijma, seirta tiidak diiteimukan nash atau iijma yang me ilarang atau 

meime iriintahkan meingambiilnya. Ke imaslahatan iinii di ileipaskan (di ibiiarkan) oleih 

syari i‟ dan di ise irahkan keipada manusi ia untuk meingambi il atau tiidak 

meingambi ilnya. Ji ika ke imaslahatan iitu di iambiil oleih manusi ia, maka akan 

meindatangkan keibai ikan bagi i meire ika, ji ika tiidak diiambiil juga tiidak akan 

meindatangkan dosa.105 Konse ip i ini i me imbeiriikan pandangan atas tiindakan yang 

di iambiil oleih manusiia diiharuskan meindatangkan manfaat deimii keipe intiingan 

be irsama. Namun seicara gamblang prakte ik shadow statei e imbeiri ikan arahan 

ke iuntungan ke ipada keilompok-ke ilompok te irteintu yang be irke ipe intiingan.  

Taufîq Yûsuf al-Wâ„î, dalam salah satu bukunya me inye ibutkan bahwa 

se itiiap se isuatu yang di i dalamnya ada manfaat, baiik diipe iroleih deingan cara 

meincarii faeidah-fae idah atau keini ikmatan-ke ini ikmatan maupun deingan cara 

meinghi indari i atau meinari ik di irii dari i ke irusakan, se imua iitu dapat diikateigori ikan 

                                                             
105

 Nur Fanny, “Dinamika Politik Terhadap Upaya Pemekaran Brebes Selatan Dalam Perspektif 

Maslahah Mursalah” (Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), 53. 



88 
 

se ibagai i maslahah. Be irdasarkan peine ilusuran i inii, maka dapat diisi impulkan 

bahwa seicara bahasa, makna maslahah adalah seitiiap keibai ikan (al-khai ir) dan 

manfaat (almanfa„ah).106 Be irdasarkan pandangan iini i se icara jeilas bahwa 

prakteik shadow statei me irupakan feinomeina baru diimana keibe iradaanya ti idak 

meindatangkan keibai ikan meingi ingat adanya aktor-aktor poliiti ik yang 

di iuntungkan darii transaksi i yang di ilakukan. se ikaliipn meingatasnamakan 

ke ipeinti ingan eikonomi i masyarakat namun pe irlu diipe irteigas adanya prakteik 

transaksii antar aktor formal dan non formal yang di ilakukan deimii keiuntungan 

pri ibadii dan keilompok. Hal i ini ilah yang me injadiikan prakteik shadow statei ti idak 

dapat diiteiri ima keibe iradaanya.  

Al-Bûtî, dalam bukunya, Dawâbi it al-Maslahah fî asy-Syarî„ah 

alIislâmiiyyah, me ingarti ikan maslahah sama deingan manfaat yang dapat 

meimbuat keise inangan, atau suatu tiindakan yang bi isa meinceigah de ingan aki ibat 

(hasi il) dapat meimbeiri ikan manfaat keise inangan. Ke ise inangan i inii, kata alBûtî, 

dapat diirasakan langsung. Se ibab, ke ise inangan i itu me irupakan fiitrah yang se ilalu 

di icarii se itiiap manusiia, kareina i itu, manusiia akan se ilalu beirupaya untuk me incarii 

ke ise inangan i inii.107 

Taufîq Yûsuf al-Wâ„î, dalam salah satu bukunya me inye ibutkan bahwa 

se itiiap se isuatu yang di i dalamnya ada manfaat, baiik diipe iroleih deingan cara 

meincarii faeidah-fae idah atau keini ikmatan-ke ini ikmatan maupun deingan cara 

meinghi indari i atau meinari ik di irii dari i ke irusakan, se imua iitu dapat diikateigori ikan 
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se ibagai i maslahah. Be irdasarkan peine ilusuran i inii, maka dapat diisi impulkan 

bahwa seicara bahasa, makna maslahah adalah seitiiap keibai ikan (al-khai ir) dan 

manfaat (almanfa„ah)108. shadow statei diide ifi iniisi ikan se ibagai i thei e ime irge incei of 

rule irs drawi ing authori ity from theii ir abi iliiti ieis to control markeits and theii ir 

mate iri ial reiwards. Pe inye ibabnya antara laiin kare ina para eiliit peinye ile inggara 

pe imeiri intah formal meingalamii keiti idakbeirdayaan dalam beirhadapan deingan 

ke ikuatan-keikuatan sosi ial, eikonomii dan poliiti ik yang domi inan be irada dii luar 

struktur pe imeiri intahan formal. Oleih se ibab i itu, ke ibe iradaanya akan sangat suli it 

meindatangkan manfaat bagi i masyarakat luas dan hanya me indatangkan 

manfaat bagi i seige ili inti ir orang.  

Ke ibe iradaan shadow statei yang be ilum meimiili ikii re igulasi i se icara khusus 

dalam meimbeirantas keibe iradaan meireika meingi ingat banyaknya ke ipe inti ingan 

darii aktor bayangan te irse ibut meinjadiikan keikosongan hukum yang ti idak 

mampu meinjawab tantangan zaman. Maslahah mursalah dapat diijadiikan 

se ibagai i me itodei untuk meine itapkan hukum baru de ingan syarat di idukung ole ih 

ayat, hadiis atau iijma„ yang me inunjukkan bahwa siifat yang di ianggap se ibagaii 

ke imaslahatan iitu meirupakan „iillat (motiivasi i hukum) dalam pe ineitapan suatu 

hukum, atau jeiniis si ifat yang me injadii motiivasi i hukum te irse ibut diipeirgunakan 

oleih nas se ibagai i motiivasi i suatu hukum.109 

Relevansi dari adanya shadow state yang tidak dapat diterima 

keberadaannya dalam maslahah mursalah yaitu karena adanya shadow state 

yang lebih banyak mendatangkan kemudaratan bagi masyarakat daripada 
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mendatangkan manfaatnya. Shadow state yang berkonotasi negatif bagi 

pemerintahan, dan merugikan masyarakat inilah yang merupakan mudharat 

serta tidak dapat diterima keberadaanya dalam Maslahah mursalah. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Shadow state i di ige irakkan ole ih hukum yang ti idak teirtuliis, se inantiiasa 

be irubah meinurut se ileira peime iriintah dan ke ipeinti ingan pe ingusaha. Adanya 

shadow statei meirupakan beintuk darii peinyalahgunaan keiweinangan yang 

diibeiriikan keipada peimeiriintah daeirah diimana prakteik teirseibut dapat 

meimbeiriikan dampak yang tiidak baiik atas prakteik keipeimiimpiinan yang 

diibareingii deingan tiindakan-tiindakan yang meinguntungkan diiriinya seindiirii 

dan keilompoknya. Shadow statei meimbeiriikan gambaran seicara nyata 

bahwa dalam prakteiknya piimpiinan formal meiliibatkan seiseiorang diiluar 

peimeiriintah formal untuk turut seirta dalam tatanan peimeiriintah formal.  

konseikueinsii adanya shadow statei iialah peinyeileinggaraan peimeiriintahan 

akan leibiih banyak diikeindaliikan oleih orotiitas diiluar struktur peimeiriintahan 

dariipada otoriitas formal dalam struktur peimeiriintahan. 

2. Shadow statei meirupakan feinomeina baru di imana keibe iradaanya ti idak 

meindatangkan keibai ikan meingi ingat adanya aktor-aktor poliitiik yang 

di iuntungkan dari i transaksii yang di ilakukan. Se ikaliipun me ingatasnamakan 

ke ipeinti ingan e ikonomii masyarakat namun pe irlu diipeirte igas adanya prakteik 

transaksii antar aktor formal dan non formal yang di ilakukan deimii 

ke iuntungan priibadi i dan keilompok. Hal i iniilah yang me injadiikan prakteik 

shadow statei ti idak dapat diite iriima ke ibeiradaanya dalam Maslahah 

mursalah. 
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B. Saran   

Shadow state i se iharusnya me indapatkan pe irhatiian deingan adanya 

payung hukum yang me inaungi i di imana keihadi iran meireika tiidak hanya 

di ibeilakang layar, namun juga hadi ir dii atas panggung me incoba peiruntungan 

meinjadii salah se iorang yang me imi iliiki i we iwe inang dalam peine intuan arah 

ke ibiijakan. Ke itakutan yang me injadi i bayangan adalah adanya ke ipe intiingan 

i indiivi idu yang di idahulukan darii pada keipe intiingan masyarakat se icara luas. 
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